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Pada tahun 2016 Korea Selatan mengumumkan secara resmi bekerja sama dengan 
Amerika Serikat untuk mengembangkan sistem pertahanan Terminal High 
Altitude Air Defence (THAAD) yang di-claim oleh Korsel untuk melindungi 
pertahanan dari serangan nuklir Korea Utara. Berbagai respon berdatangan dari 
dalam negeri maupun luar negeri. Tiongkok adalah satu-satunya negara yang 
memberikan respon ketidaksetujuan terhadap pengembangan sistem tersebut di 
wilayah regional Asia Timur. Ketidak-setujuan Tiongkok terhadap pengembangan 
sistem tersebut ditunjukan melalui tindakan sanksi ekonomi. Pada tahun 2016, 
Tiongkok secara tidak langsung memberikan sanksi ekonomi dengan menghambat 
perdagangan Korsel ke wilayah Tiongkok di berbagai bidang ekonomi. Mulai dari 
bidang entertaiment, perdagangan kosmetik, otomotif, barang electronik, 
pelarangan wisata hingga penutupan gerai Lotte (waralaba terbesar di Tiongkok 
milik Korsel). Dari tindakan Tiongkok tersebut Korsel mengalami kerugian besar, 
dan melaporkannya kepada World Trade Organization (WTO). Penelitian ini akan 
mencari jawaban mengenai tindakan ketidaksetujuan Tiongkok yang diutarakan 
melalui keputusan memberikan sanksi ekonomi ketimbang tindakan yang lain. 
Yang merupakan tindakan ekonomi suatu negara untuk merespon tindakan militer 
negara lain.  
 
Kata kunci: THAAD, sanksi ekonomi, Tiongkok, Korea Selatan, keputusan 






























In 2016 South Korea announced officially working with the United States to 
develop a defense system called Terminal High Altitude Air Defence (THAAD) 
which South Korea intended to protect the defense from North Korea's nuclear 
attack. Various responses came from domestic and abroad. China is the only 
country to respond to disagreement of the development of the THAAD system in 
the East Asia region. China’s disagreement towards the development of the 
system is shown through economic sanctions. In 2016, China indirectly provided 
economic sanctions by inhibiting South Korean trade to China in various 
economic fields. Ranging from entertainment, cosmetics, automotive, electronic 
goods, tourism bans to the closing of Lotte outlets (South Korea's largest franchise 
in China). From the Chinese action South Korea suffered heavy losses, and 
reported it to World Trade Organization (WTO). This research will look for 
answers about China's disapproval actions expressed through decisions to provide 
economic sanctions rather than other actions. Which is an economic action of a 
country to respond to the military actions of other countries. 
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1.1 Latar Belakang 
Hubungan antar negara sangatlah penting sebagai bentuk dari perkembangan 
masyarakat lokal bahkan internasional. Hubungan antar negara dalam terjalin 
mulai dari negara yang berdekatan hingga terletak diseberang kontinen. Hubungan 
antar negara menimbulkan saling ketergantungan antara hubungan politiknya, 
ekonomi, militer dan lain-lain. Hal ini juga terjadi pada Tiongkok dan Korsel. 
Xi jinping menduduki kursi kepresidenan pada tahun 2012, dan sejak saat itu 
strategi yang ditawarkan oleh pemerintahan tersebut adalah untuk lebih 
memperkuat hubungan politik dan ekonomi dengan Korea selatan (Korsel). 
Pertumbuhan sinergi antara Xi Jinping dan Park Geun-Hye dalam 3 tahun sejak 
dirinya menjabat merupakan hasil langsung dari keinginan kedua negara untuk 
meningkatkan hubungan.
1
 Puncak dari hubungan kedua negara tersebut adalah 
penandatanganan Free Trade Agreement pada tahun 2015, yang digadang sebagai 
level tertinggi hubungan ekonomi kedua negara.
2
  
Namun pada tahun 2016, hubungan kedua negara memanas ketika Korsel 
memutuskan untuk menandatangani kesepakatan pengembangan sistem Terminal 
High Altitude Air Defence (THAAD) dengan Amerika Serikat. Korsel meng-
klaim bahwa pengembangan tersebut dilakukannya untuk merespon 
pengembangan ballistic missile dan senjata pemusnah massal Korea Utara (Korut), 
                                                          
1
 Silvia Menegazzi. 2017. “china’s foreign policy in Northeast Asia: implication for the Korean 
peninsula”. IAI working paper| 03 January 2017. 
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yan gterus berlanjut dan mengakhawatirkan.
3
 Pemerintah Korsel menyatakan 
bahwa pengembangan sistem THAAD merupakan upaya dari pertahanan 
keamanan negaranya.  
Pemerintah Korsel telah mengajukan proposal permohonan support sistem 
THAAD kepada AS sejak tahun 2013.
4
 Dan pada tahun itu, Tiongkok menyatakan 
ketidaksetujuannya terhadap pembangunan THAAD tersebut diwilayah Korsel 
maupun di wilayah regional Asia Timur. Sejak rencana Korsel untuk 
mengembangkan sistem THAAD pada tahun 2013, Tiongkok telah menyatakan 
ketidaksetujuannya sebanyak lebih dari 50 kali dalam berbagai kesempatan.
5
 
Penolakan Tiongkok terhadap pengembangan THAAD di Korsel juga didukung 
oleh banyak pihak. Pengembangan dan penolakan tesebut kemudian menimbulkan 
ketegangan antara kedua negara. Padahal semenjak pemerintahan kedua negara 
berganti, keduanya menjalin hubungan dengan baik. 
Bentuk dari ketidaksetujuan tersebut ditunjukkan Tiongkok melalui sanksi 
ekonomi. Sanksi ekonomi merupakan salah satu tindakan diplomasi koersif, yang 
sangat efektif bagi sebuah negara walaupun ada beberapa dari tindakan tersebut 
                                                          
3
 Ankit Panda. “it’s official: The United States and South Korea agree to deploy THAAD” [online]. 
Diakses melalui: http://thediplomat.com/201 6/07/its-official-the-united-states-and-south-korea-
agree-to-deploy-thaad/ 
4
 Anonim.”S.Korea Requested Information on THAAD to Develop LSAM”. diakses melalui: 
http://world.kbs.co.kr/english/news/news_Po_detail.htm?No=1 03072 
5
 China’s Ministry of Foreign Affairs spokesperson’s regular press conference on the following 
dates: Juni 8, 2017; Juni 7, 2017; Juni 1, 2017; Mei 31, 2017; Mei 2, 2017; April 26, 2017; April 
17, 2017; April 14, 2017; April 5, 2017; Maret 29, 2017; Maret 27, 2017; Maret 22, 2017; Maret 
20, 2017; Maret 17, 2017; Maret 10, 2017; Maret 7, 2017; Maret 6, 2017; Maret 3, 2017; Maret 2, 
2017;Maret 1, 2017; Februari 28, 2017; Februari 27, 2017; Februari 8, 2017; Februari 7, 2017; 
Februari 6, 2017; Februari 3, 2017; Januari 25, 2017; Januari 13, 2017; Januari 11, 2017; Januari 6, 
2017; Januari 5, 2017; Januari 3, 2017; Desember 22, 2016; Desember 16, 2017; Desember 9, 
2016; Desember 1, 2016; November 28, 2016; November 21, 2016; November 16, 2016; 
November 4, 2016; September 30, 2016; September 13, 2016; September 7, 2016; September 5, 
2016; September 2, 2016; Juli 13, 2016; Juli 11, 2016; and Juli 8, 2016. Transkrip dalam bahasa 





















yang gagal mencapai tujuannya.
6
 Sanksi ekonomi biasanya digunakan oleh sebuah 
negara kepada negara lain, untuk memaksa negara tujuannya tersebut menuruti 
keingingan mereka. 
Secara umum, sanksi ekonomi mempunyai 3 tipe utama, yaitu: embargoes, 
financial sanctions dan boycott.
7
 Embargo merupakan cara negara memberikan 
sanksi dengan membatasi tipe barang yang diekspor dari negara pemberi sanksi ke 
negara target.
8
 Yang kedua adalah financial sanctions yaitu dengan membatasi 
atau menangguhkan pinjaman internasional, dan/atau membekukan aset asing 
negara target.
9
 Dan yang ketiga adalah boikot yaitu memberi sanksi dengan 
membatasi impor satu atau lebih barang utama dari target.
10
 
Dari Tipe umum tersebut Tiongkok memberlakukan financial sanctions 
kepada Korsel pada tahun 2016-2017. Hal ini ditandai dengan adanya pelarangan 
penyebaran dan penyiaran konten hallyu, diskriminasi produk-produk Korsel yang 
tidak lulus uji, pelarangan perjalanan ke Korsel, dan pembekuan asset Korsel. Hal 
tersebut menimbulkan kerugian yang besar bagi Korsel, sehingga pada April 2017 
Korsel melaporkan hal tersebut kepada World Trade Organization (WTO) atas 
tindakan yang diberikan oleh Tiongkok.
11
 
                                                          
6
 Moehamad Rosyidin dan Elpeni Fitrah. “Sanksi Ekonomi: Tinjauan Politik dan Diplomasi 
Internasional”. Pustaka Ilmu, Purwokerto. 2016. Hlm: 1    
7
 Xianwen Chen dan Roberto Javier Gracia. 2016. “Economic sanctions and trade diplomacy: 
sanction-busting strategies, market distortion and efficacy of China’s restrictions on Norwegian 
salmon imports”. Norwegian Institute for Nature Research: Norwegia. Vol. 30 (1) 29-37.  
8




 Ibid.  
11
 Ethan Meick dan Nargiza Salidjanova.  2017. “China’s Responese to US-South Korea Missile 





















Menurut laporan dari US-China Economic and Security Review Commission, 
sejak Juli 2016 Tiongkok mulai memberikan hambatan ekonomi kepada produk 
Korsel untuk masuk ke Tiongkok. Menurut laporan tersebut produk Korsel yang 
dilarang meliputi bidang entertaiment, yang banyak program televisi, konser, dan 
event-event yang melibatkan artis Korsel ditunda dan bahkan dibatalkan.
12
 
Kemudian dalam bidang Consumer Products, regulasi Tiongkok melarang 
penjualan dari produk Korsel yang meliputi teknologi udara, teknologi toilet, 
kosmetik, serta alat-alat keamanan, dalam hal ini penjualan merk dagang Hyundai 
dan Kia juga merosot tajam.
13
 Dalam laporan itu, disebutkan juga bahwa 
Tiongkok juga melarang warganya untuk bepergian ke Korsel, yang mana 
pemerintah menolak visa Charter Flight ke Korsel terhitung mulai maret 2017.
14
  
Beberapa peneliti mengungkapkan bahwa sulit untuk membuktikan 
keberadaan peraturan domestik yang mendukung adanya sanksi ekonomi yang 
dilakukan oleh Tiongkok. Hal ini disebabkan karena Tiongkok memiliki pola dan 
ciri-ciri tersendiri dalam melakukan sanksi ekonomi. Pola dan ciri-ciri tersebut 
adalah: (1) sanksi ekonomi Tiongkok ditunjukkan untuk menandakan 
ketidaksenangan pemerintah terhadap suatu peristiwa, (2) biasanya dilakukan 
secara sepihak, (3) tidak secara resmi dipublikasikan, (4)dilaksanakan tanpa 




                                                          
12
 Ibid.  
13
 Ibid, hlm: 7 
14
 Ibid, hlm: 7 
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Dari ciri-ciri tersebut kita dapat melihat bahwa Tiongkok sedang melakukan 
tindakan sanksi ekonomi kepada Korsel. Ketidaksetujuan Tiongkok terhadap 
pengembangan sistem THAAD di Korsel menunjukkan adanya ketidaksenangan 
Tiongkok terhadap tindakan Korsel. Walaupun pemerintah Korsel telah 
menjelaskan bahwa pengembangan THAAD tidak ada kaitannya dengan 
keamanan Tiongkok, pemerintah Tiongkok tetap menyatakan ketidaksetujuannya. 
Pemberlakuan secara sepihak terlihat pada pembekuan asset Lotte. Lotte 
merupakan perusahaan waralaba milik Korsel yang telah membuka gerai di 
Tiongkok sejak 20 tahun yang lalu. Pada awal 2017, pemerintah Tiongkok 
menutup 79 gerai dari total 99 gerai milik Lotte yang berada di mainland 
Tiongkok, yang berarti 80% gerai telah tutup.
16
 Hal tersebut terjadi setelah Lotte 
mendeklarasikan kesanggupannya untuk menyediakan lahan sebagi tempat 
pengembangan sistem THAAD.
17
 Namun demikian pemerintah Tiongkok 
berdalih menutup gerai Lotte karena perusahaan tersebut melanggar regulasi 
standar keamanan dan keselamatan kebakaran, sedangkan yang lainnya terpaksa 
ditutup karena adanya protes.
18
 
Pemerintah Tiongkok tidak pernah menyatakan secara resmi bahwa negaranya 
melakukan sanksi ekonomi kepada negara lain, yang dalam hal ini adalah Korsel. 
Namun demikian adanya tindakan pelarangan, pembatalan dan diskriminasi yang 
dilakukan tanpa ada pemberitahuan sebelumnya menimbulkan kerugian kepada 
pihak penerima, yang dalam hal ini adalah Korsel. Cara informal yang demikian 
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lebih disukai Tiongkok karena dianggap lebih fleksibel dan penyangkalan atas 
keberadaan tindakan yang dilakukannya.
19
 Penelitian yang membahas mengenai 
sanksi ekonomi Tiongkok juga mengalami kesulitan dengan tidak adanya undang-
undang atau peraturan yang mendukung tindakan-tindakan sepihak yang 
dilakukan oleh Tiongkok tersebut.  
Tahun 2016-2017 bukanlah sanksi pertama yang diberikan Tiongkok kepada 
Korsel. Pada tahun 2000-2001 Tiongkok melarang impor polyethylene
20
 dan 
telepon genggam yang berasal dari Korsel secara diam-diam. Hal ini dilakukan 
oleh Tiongkok sebagai respon dari kenaikan tarif ekspor bawang Tiongkok ke 
Korsel, kenaikannya sebesar 315%.
21
 Konflik tersebut dikenal sebagai “The 
Garlic war”.
22
 Dan pada tahun 2004-2005 terdapat konflik antara Tiongkok dan 
Korsel yang dikenal sebagai “Kimchi War”. Sanksi ekonomi diberikan oleh 
Tiongkok kepada Korsel berupa pelarangan impor bahan-bahan pembuat 
makanan.
23
 Tidak hanya pelarangan secara ekonomi, Tiongkok juga sempat 
melarang warganya untuk berpergian ke Korsel pada tahun 2015. Hal tersebut 
dikarenakan wabah MERS yang sedang melanda Korsel.
24
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Dari penjelasan latar belakang tersebut ada urgensi yang menarik minat 
penulis untuk meneliti penelitian ini. Tiongkok memberikan sanksi ekonomi 
sebagai bentuk dari ketidaksetujuannya terhadap THAAD yang dikembangkan di 
Korsel. dari sini kita bisa melihat bahwa Tiongkok menggunakan cara ekonomi 
untuk menyatakan ketidaksetujuaannya. Oleh karena itu penelitian ini akan 
menjawab alasan Tiongkok lebih memilih tindakan ekonomi ketimbang tindakan 
lainnya, yang tentu saja bisa dijadikan alternatif. Oleh karena itu, keputusan yang 
dilakukan oleh Tiongkok tersebut pasti dikarenakan adanya faktor-faktor yang 
mempengaruhi pengambil keputusan. Untuk lebih memilih memberikan sanksi 
ekonomi ketimbang mengembangkan alat atau aliansi yang serupa.  
1.2 Rumusan Masalah 
Dari latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, maka penelitian ini 
memiliki rumusan masalah “faktor apa yang mempengaruhi keputusan 
Tiongkok memberikan sanksi ekonomi kepada Korsel pada tahun 2016-
2017?”  
1.3 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan 
sebelumnya, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pemerintah Tiongkok untuk 
memberikan sanksi ekonomi kepada Korsel pada tahun 2016-2017 terkait 
dengan pengembangan THAAD.  
2. Untuk mengetahui pola politik luar negeri Tiongkok dalam mengambil 




















3. Untuk mengetahui hubungan antara Tiongkok dan Korea Selatan 
mengenai relasi politik dan ekonomi kedua negara tersebut 
1.4 Manfaat Penelitian 
Penelitian ini dilakukan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat dan bagi 
ilmu pengetahuan, yang kemudian dibagi menjadi dua manfaat. Yaitu manfaat 
akademis dan manfaat praktis 
1.4.1 Manfaat Akademis  
1. Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat memperkaya 
pengetahuan dan bermafaat dibidang hubungan internasional 
khususnya bagi pengetahuan mangenai alasan suatu negara 
mengeluarkan kebijakan dan pengetahuan mengenai pola politik luar 
negeri suatu negara. 
2. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi dan 
kontribusi wawasan bagi penelitian selanjutnya, terutama bagi 
peelitian mengenai kebijakan luar ngeri dan yang menyangkut negara 
Tiongkok dan Korea Selatan. 
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan inspirasi bagi 
penelitian selanjutnya dengan topik dan kajian yang serupa 
1.4.2 Manfaat Praktis 
1. Hasil peneltian ini dapat diharapkan dapat membuka pengetahuan 
terkait kebijakan luar negeri Tiongkok terhadap Korea Selatan, serta 
membuka pengetahuan mengenai sanksi ekonomi dari negara ke 




















2. Sebagai bahan perbandingan untuk peneltian selanjutnya yang relevan 
dan sebagai bahan acuan kepada penelitian yang hendak melakukan 
























2.1 Studi Terdahulu 
 Dalam penelitian ini, penulis menggunkan studi terdahulu yang digunakan 
untuk memberikan patokan pada penelitian penulis mengenai kasus maupun 
mengenai teori yang penulis gunakan. Yang dalam hal ini penulis menggunakan 
dua penelitian terdahulu sebagai bahan patokan. Masing-masing penelitian 
terdahulu atau studi terdahulu tersebut akan memberikan kontribusi pada 
penelitian penulis.  
 Penelitian pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Mahrita yang 
berjudul “Perubahan Kebijakan Luar Negeri terkait Uji Coba Nuklir Ketiga Korea 
Utara tahun 2013”, penelitian ini diterbitkan dalam Jurnal Analisis Hubungan 
Internasional, Universitas Airlangga tahun 2016.
25
 Penelitian ini membahas 
mengenai alasan-alasan yang mendorong Tiongkok mendukung resolusi DK PBB 




 Dalam penelitian tersebut Mahrita berangkat dengan dua urgensi, yang 
pertama, berangkat dari kedekatan hubungan Tiongkok dengan Korut, dan melalui 
logika ini Tiongkok dianggap memiliki pengaruh lebih besar dibanding negara 
lain untuk menekan Korut melakukan uji coba nuklir. Serta yang kedua, bahwa 
Tiongkok sedang berada dalam proses peningkatan dominasi pengaruh politik 
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 Penelitian Mahrita tersebut menggunakan perangkat analisis identitas 
nasional yang dikemukan oleh Valerie M. Hudson, yang menjelaskan bahwa hal 
yang didasari oleh proporsi bahwa kebijakan luar negeri merupakan refleksi dari 
budaya dan identitas nasional dalam negara tersebut.
28
 Yang mana penelitian ini 
menggunakan dua variabel yaitu citra diri dan citra strategis.  
 Mahrita mendapatkan tiga kesimpulan dari penelitian tersebut, 
menyebutkan alasan yang mendorong Tiongkok merubah kebijakan luar 
negerinya terkait uji coba nuklir Korut tahun 2013. Alasan yang pertama adalah 
untuk membentuk citra posistif diranah global, yang dibuktikan melalui tiga 
indikator yaitu adanya aspirasi para elit politik untuk mendapatkan kepercayaan 
dan legitimasi dari negara lain atas citra Tiongkok sebagai responsible major 
power.
29
 Alasan kedua yang mendorong Tiongkok adalah adanya budaya strategis 
yang terinternalisasi, yang berarti bahwa pola perilaku Tiongkok dipengaruhi oleh 
budaya strategisnya dari hasil pengalaman masa lalu, nilai, norma, dan lensa 
perspektif.
30
 Dan alasan yang terakhir adalah citra diri maupun budaya strategis 
merupakan dua atribut yang salaing mendukung reaksi negara (self) terhadap 
perilaku negara lain (others), yang berarti kedua citra tersebut merupaka pedoman 
bagaimana negara berperilaku dalam sistem internasional.
31
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 Studi yang dilakukan oleh Mahrita tersebut memberikan kontribusi pada 
penulis dalam memahami kasus. Penelitian yang dilakukan oleh Mahrita 
merupakan penelitian dari sudut pandang negara Tiongkok dalam menentukan 
tindakannya terhadap sebuah situasi, bahwa tindakan tersebut dilakukan 
berdasarkan alasan-alasan tertentu,  sama seperti penulis. Dalam hal ini penulis 
akan lebih memahami dan memberikan informasi mengenai pola perilaku 
Tiongkok dalam mengambil keputusan terhadap suatu negara. Sedangkan 
perbedaan yang diberikan dari penelitian ini adalah perangkat analisis yang 
digunakan, negara tujuan dari kebijakan Tiongkok, serta ruang lingkup. 
 Penelitian kedua yang penulis gunakan sebagai patokan dalam penelitian 
ini adalah sebuah working paper yang dilakukan oleh Iis Gindarsah, yang berjudul 
“Indonesia’s Democratic  Politics and Foreign Policy-Making: A Case Study of 
Iranian Nuclear Issue, 2007-2008” 
32
. Dalam penelitian tersebut Iis Gindarsah 
menjelaskan mengenai perubahan arah kebijakan atau respon yang ditujukan 
kepada kasus nuklir Iran. Dalam penelitiannya tersebut ia mengatakan bahwa 
pemerintah Indonesia memberikan perubahan dukungan dalam resolusi Dewan 
Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB).  
Menurut Iis hal tersebut terjadi karena adanya oposisi dalam pemerintahan 
domestik. Bahwasannya Iis berpendapat pemerintah domestik memilki peranan 
yang besar dalam perubahan kebijakan luar negeri. Indonesia yang pada saat itu 
dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, mendapat kritik dari 
berbagai kelompok sosial-politik, yang sebagian besar merupakan masyarakat 
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muslim, oraganisasi yang berbasis agama dan partai politik, sehingga menjadi 
pertimbangan yang dominan.  
Dalam penelitian tersebut berpendapat bahwa dampak politik domestik 
dapat menentukan atau bahkan mengubah arah kebijakan luar negeri sebuah 
negara, dalam hal ini kebijakan yang dikeluarkan Indonesia terhadap nuklir Iran. 
Kesimpulan yang diambil oleh peneliti dalam perubahan arah kebijakan Indonesia, 
Iis Gindarsah, menyatakan bahwa aktor-aktor lain selain eksekutif dapat 
memberikan pendapatnya dan memiliki kemampuan untuk membujuk pembuat 
kebijakan
33
. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa eksekutif pembuat kebijakan 
di Indonesia akan mempertimbangkan suara dari kelompok-kelompok sosial-
politik dalam negeri untuk kemudian memutuskan sebuah kebijakan.  
Dalam penelitian ini, Iis Gindarsah menekankan pada proses pengambilan 
keputusan kebijakan luar negeri dengan menggunakan opini Coplin sebagai dasar 
penelitian. Penelitian Iis Gindarsah tidak menjelaskan proses pengambilan 
kebijakan luar negeri secara holistik, ia hanya menjelaskan proses pengambilan 
keputusan pada tingkatan policy-influencer, yang mana konteks internasional 
menjadi pre-dominant pada pengambilan kebijakan dan mencerminkan citra yang 
berbeda pada masing-masing aktor, yaitu kelompok-kelompok sosial-politik dan 
eksekutif. Aktor-aktor tersebut kemudian melakukan interaksi dan bargaining 
untuk saling mempengaruhi kebijakan luar negeri yang pada akhirnya akan 
diambil oleh eksekutif.  






















Berdasarkan penelitian tersebut, penulis mendapatkan kontribusi untuk 
membantu dalam memahami penggunaan opini Coplin yang diaplikasikan 
kedalam sebuah kasus. Namun tidak seperti penelitian Iis Gindarsah yang hanya 
mencantumkan policy-influencer sebagai dasar penelitian, penulis akan 
menyertakan 2 faktor lain yang diutarakan oleh Coplin dalam penelitiannya. 
Kemudian penulis akan memberikan opini mengenai faktor predominant yang 
sesuai dengan kasus yang dipilih penulis sebagai obyek peneiltian, yaitu konteks 
internasional dan kondisi ekonomi-militer negara
34
.  
2.2 Kerangka Konseptual 
Kebijakan luar negeri merupakan suatu keputusan yang terdiri dari 
serangkain penyataan kebijakan dan tindakan, maupun yang langsung dan tidak 
langsung, yang mana mengekspresikan kepentingan negara terhadap suatu 
fenomena tertentu. Para perumus kebijakan luar negeri adalah orang-orang yang 
dihadapkan pada situasi tertentu, yang memiliki tanggung jawab terhadap orang 
lain yang ditekan oleh beragam kondisi dan yang dipaksa untuk mengambil 
keputusan
35
. Orang-orang yang memiliki tanggung jawab untuk memutuskan 
kebijakan luar negeri, biasanya merupakan badan pemerintahan suatu negara, dan 
berbagai lapisan masyarakat juga turut mempengaruhi pengambil keputusan 
dalam merumuskan kebijakan luar negeri.  
William D. Coplin menyebutkan bahwa pengambil keputusan politik luar 
negeri merupakan orang orang yang memiliki tanggung jawab resmi dan pengaruh 
aktual dalam pengambilan keputusan yang menyangkut keterlibatan negaranya 
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. Oleh karena itu jika kita mempertanyakan mengapa 
negara berperilaku demikian, maka kita harus mempertanyakan mengapa 
pemimpin negara tersebut membuat keputusan demikian
37
. Bagan berikut akan 
menjelaskan faktor-faktor determinan yang digunakan untuk menghasilkan 
tindakan politik luar negeri 














Bagan tersebut menjelaskan alur pemikiran Coplin mengenai proses 
faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tidakan politik luar ngeri sebuah negara. 
yang jika dilihat dari alur bagan tersebut, tindakan politik lua rngeri sebuah negara 
dipengaruhi oleh pengambilan keputusan, politik dalam negeri, kondisi ekonomi 
dan militer, serta konteks internasional negara tersebut. Dari faktor-faktor tersebut 
kemudian akan menghasilkan tindakan politik luar negeri sebuah negara dalam 
bentuk keputusan maupun kebijakan luar negeri.  
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Bagan tersebut memperlihatkan bahwa konteks internasional memiliki 
pengaruh dalam pembuatan kebijakan luar negeri, yaitu akan berpengaruh pada 
politik dalam negeri dan kondisi ekonomi- militer. Yang pada akhirnya kebijakan 
luar negeri yang di keluarkan akan berpengaruh pula pada kondisi interkasi negara 
dengan internasional.   
Pada penelitian ini kemudian penulis akan menggunakan pemikiran dari 
William D. Coplin untuk mencari tahu mengapa Tiongkok kemudian 
mengeluarkan respon terhadap pengembangan THAAD di Korsel. Faktor yang 
dikemukakan oleh Coplin akan menjadi variabel, variabel - variabel tersebut akan 
menjadi bahan konsiderasi untuk Tiongkok dalam mengambil keputusan. Maka 
dari itu variabel yang dominan merupakan faktor yang peling berpengaruh atas 
keluarnya keputusan sanksi ekonomi Tiongkok terhadap Korsel pada tahun 2016-
2017.  
2.3 Definisi Konseptual 
2.3.1 Decision maker 
Pada bagian ini menjelaskan kondisi dalam negeri dimana dilihat dari 
pemimpinnya, bahwa pemimpin sebuah negara adalah manusia yang dapat 
mengambil keputusan secara rasional. Manusia sebagai pemecah masalah yang 
rasional untuk mengeksplorasi proses-proses intelektual yang terkait dengan 
penyusunan kebijakan luar negeri.
39
 Dalam bagian ini coplin menitikberatkan 
bahwa penyebab terbentuknya keputusan luar negeri suatu negara berasal dari 
perilaku pengambil keputusan, yang mana adalah para pemimpin negaranya. 
Dalam hal ini pengambil keputusan tersebut juga dibentuk oleh lingkungannya, 
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yang mana kita dapat menjelaskan keseluruhan politik luar negeri menurut 
perilaku seorang pemimin yang khas.
40
  
Dalam variabel ini kita bisa menjelaskan bahwa suatu keputusan politik 
luar negeri suatu negara dapat disebabkan karena perilaku pemimpinnya yang 
khas. Dan keberadaan individu sebagai sesuatu hal yang penting untuk menjadi 
tolok ukur pengambilan keputusan politik luar negeri. Dan hal tersebut dilihat dari 
pada pemimpin negara, pemimpin negara menjadi faktor yang penting dalam 
pengambilan keputusan politik luar negeri suatu negara. 
Adanya ciri khas dari seorang pemimpin negara menjadi indikator yang 
menjelaskan variabel desicision maker sebagai penyebab dari lahirnya suatu 
keputusan polugri negara.  Seorang pemimpin dihadapkan pada situasi-situasi 
tertentu serta memiliki tanggung jawab kepada orang lain untuk mengambil suatu 
keputusan. Variabel ini menjelaskan mengenai pengaruh pemimpin dalam 
keputusan polugri, karena kepemimpinan yang kuat tidak selamanya berarti 
menunjukkan keputusan polugri yang revolusioner.
41
 
2.3.2 Domestic Politics 
Dalam hal ini William D. Coplin menjelaskan  pada fokus hubungan 
antara aktor pengambil keputusan politik luar negeri dengan aktor-aktor politik 
dalam negeri yang berupaya untuk mempengaruhi politik luar negeri mereka, 
Coplin menyebutnya policy influencer (yang mempengaruhi kebijakan).
42
 
Hubungan antara aktor-aktor tersebut akan membentuk sistem, dan Coplin 
menyebutnya policy influence system (sistem kebijakan).  
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Para aktor dalam negeriyang mempengaruhi kebijakan atau policy 
influencers dibagi menjadi 4 macam, yaitu bureaucratic influencers, partisan 
influencers, interest influencers, dan mass influencers.
43
 Dan interaksi antara 
policy influencers dan pengambil keputusan merupakan salah satu faktor penting 
yang menentukan politik luar negeri suatu negara. Coplin berpendapat bahwa 
pengambil keputusan membutuhkan policy infulencer sebagai sumber dukungan 
untuk rezim yang mereka bangun. Dukungan ini berbentuk bermacam-macam hal 
seperti kesetiaan angakatan bersenjata, dukungan finansial dari para pengusaha, 
dukungan rakyat dalam pemilu, dll. Dengan kata lain policy influencer dibutuhkan 
oleh pengambil keputusan untuk memperlancar jalan dalam rangka mendapat 
penghormatan dari negara lain dalam hal politik luar negeri. 
Policy influencers tersebut akan beroperasi sesuai dengan sistem politik 
negara, yaitu antara sistem politik terbuka dan sistem politik tertutup.
44
 Selain itu 
stabilitas dan instabilitas sistem politik berperan dalam keputusan politik luar 
negeri sebuah negara, bahwa pengambil keputusan mengambil konsekuensi-
konsekuensi mempersatukan krisis eksternal dengan stabilitas dalam negeri, 
sehingga menjadi agresif di luar negeri. Dan perbedaan yang kedua terletak pada 
tujuan dan alat politik luar negerinya.
45
 
2.3.3 Economy and military factors 
 Menurut Coplin, kondisi ekonomi dan militer negara juga dapat 
berpengaruh pada pengambilan keputusan politik luar negeri, sekalin kondisi 
politik dalam negeri. Dalam bukunya, Coplin juga mencantumkan sejarah 
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perkembangan kondisi ekonomi dan militer negara, hal ini dimaksudkan agar kita 
dapat melihat sejauh mana sektor ekonomi dan militer saling berkaitan. Dalam 
penjelasan kondisi ekonomi dan militer oleh Coplin bahwa pengambilan 
keputusan harus menyeimbangkan komitmen dan kemampuan dengan memahami 
keterbatasan-keterbatasannya dan negaranya, yang diakibatkan oleh kondisi-
kondisi ekonomi dan militer.
46
 
 Pada masa perahilan antara abad ke -19 dan ke -20 dimana masa industrial 
sedang berkembang. Kebanyakan negara yang standar hidupnya tinggi adalah 
negara-negara yang tingkat industrialnya tinggi akan setara dengan angakatan 
bersenjatanya yang modern sangat mahal dan sangat bergantung pada peralatan 
canggih yang diproduksi melalui teknik-teknik industri, sehingga dapat dikatakan 
bahwa negara dengan tingkat industrialnya yang tinggi merupakan negara-negara 
yang militernya paling kuat.
47
 
 Namun walaupun kondisi ekonomi dan militer berkaitan, Coplin 
memberikan sejumlah kriteria untuk mengukur kekuatan dan kelemahan ekonomi 
dan militer suatu negara. Sebuah negara yanng memiliki kondisi ekonomi yang 
tidak baik, hanya akan menghasilkan jenis barang dan jasa tertentu seperti produk 
pertanian dan bahan mentah.
48
 Dan sebaliknya negara dengan ekonomi yang baik 
biasanya pasar internasional yang lebih stabil untuk memasarkan barang dan jasa 
mereka.
49
 Pada dimensi kemampuan ekonomi Coplin mengukur dengan dua 
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kriteria: (1) kapasitas produksi barang dan jasa, (2) kebergantungan pada 
perdagangan dan finansial negara pada internasional.
50
 
2.2.3.1 Kapasitas Produksi Barang dan Jasa 
Kapasitas produksi barang dan jasa merupakan salah satu yang 
menjadi tolok ukur kekuatan hingga kelemahan ekonomi suatu negara. 
Dalam tolok ukur ini kita dapat melihat sejauh mana kekayaan dapat 
memenuhi kebutuhan masyarakatnya, serta kita juga dapat melihat pola-
pola pertumbuhan suatu negara dari waktu ke waktu.
51
 Untuk mengukur 
nilai dari barang dan jasa yang diproduksi negara Coplin menyarankan 
melihatnya melalui Gross National Product (GNP), yang telah 
dikembangkan oleh para ekonom. 
Dengan menggunakan GNP tersebut kita dapat membandingkan 
kekayaan suatu negara dengan negara lain. Namun, untuk mengukur 
apakah negara tersebut telah memenuhi kebutuhan rakyatnya, hitungan 
dengan GNP per kapita akan lebih relevan. Karena menurut pendapat 
Coplin dengan memberikan suatu kasus, belum tentu GNP nasional yang 
tinggi maka GNP per kapitanya juga tinggi. Karena GNP per kapita 
menyajikan gagasan lebih baik apakah jumlah barang dan jasa yang 
diproduksi suatu negara itu memenuhi kebutuhan rakyatnya.
52
 
Selain itu, Coplin berpendapat bahwa pemenuhan kapasitas barang 
dan jasa juga harus memperhitungkan jenis barang dan jasa yang beredar 
dalam negera tersebut. Perbedaan geografis, historis dan budaya 
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cenderung memberikan kapasitas yang berbeda-beda di setiap negara. 
Sedangkan konsumen biasanya menginginkan beraneka macam barang 
yang hanya bisa didapatkan dari perdagangan luar negeri.
53
 Hal ini penting 
karena pada zaman ini hanya sedikit negara yang mengadakan 
swasembada untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bergantung pada 
negara lain.  
2.2.3.2 Kebergantungan pada perdagangan dan finansial 
internasional 
Tolok ukur kedua yang digunakan oleh Coplin untuk melihat 
kekuatuan dan kelemahan ekonomi suatu negara adalah kebergantungan 
negara terhadap perdagangan dan finansial internasional. Yang 
menjelaskan bagaimana negara dapat menuntaskan kewajiban 
internasionalnya, dan membuat negara bergantung pada perdagangan dan 
arus finansial internasioal.
54
 Menuntaskan kewajiban internasional 
membuat negara akan terpaksa mengeluarkan cadangan negaranya, dan 
membawa negara rentan masuk dalam krisis global. Atau apakah kekayaan 
negara yang masuk ke dalam negeri dapat dimanfaatkan dan membuatu 
negara berada dalam posisi yang menguntungkan.
55
 
Kemampuan negara memproduksi produk-produk untuk diekspor 
yang bisa mendapatkan pendapatan besar, bagaimana negara membayar 
produk impor dengan produk ekspornya, serta keterlibatan negara yang 
intensif dari luar negeri dibidang investasi swasta dan atau aktivitas-
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 Pada intinnya tolok ukur ini menjelaskan 
apakah pendapatan negara bergantung pada hasil ekspor dan impor dengan 
negara lain. Karena semakin bergantung negara tersebut terhadap kondisi 
internasional, maka semakin besar negara tersebut mengalami krisis global 
dan berdampak buruk bagi perekonomian dalam negeri. Pada tolok ukur 
ini, Coplin menjelaskan bahwa kebergantungan negara pada perdagangan 
dan finansial internasional dapat membawa krisis ke dalam negara dan hal 
tersebut dapat menjadi alasan sebuah negara mengambil keputusan. 
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dimensi kemampuan 
militer saling berkaitan satu sama lain. Pada dimensi kemampuan militer, coplin 
menyediakan tiga aspek yang akan dapat digunakan untuk mengukur kekuatan 
dan kelemahan suatu negara. Yang pertama adalah kapasitas relatif negara untuk 
menggunakan kekuatan militer; yang kedua adalah tingkat kebergantungan negara 
pada sumber luar negeri; dan yang terakhir adalah bagaimana ketidak-stabilan 
dalam negeri mempengaruhi kemampuan militer negara.
57
 
2.3.3.3 Kapasitas Penggunaan Kekuatan Militer 
Kekuatan militer berkaitan dengan jumlah tentara, kualitas 
perlengkapan dan tingkat keterlebihan pasukan. Ketiga hal tersebut 
menurut Coplin adalah modal untuk memperkuat militer negara. 
Sedangkan untuk penggunaan militer adalah kemampuan untuk 
menghancurkan dan kemampuan mobilitas pasukan, karena belum tentu 
semua negara mempunyai kemampuan menghancurkan melalui militer. 
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Dalam hal ini Coplin memberi contoh bahwa ada negara yang memiliki 
kekuatan yang sangat besar untu menghancurkan, namun pasukan negara 




Untuk mewujudkan kekuatan militer yang kuat tersebut, Coplin 
berpendapat bahwa negara juga harus memiliki upaya lebih. Dalam hal ini 
Coplin menjelaskan bahwa negara yang memiliki anggaran yang lebih 
untuk memenuhi kebutuhan militernya, akan memiliki kekuatan yang 
mumpuni. Coplin berpendapat bahwa banyak negara yang memiliki GNP 
nasional yang tinggi biasanya makin tinggi pula kemampuannya untuk 
menciptakan kekuatan militer.
59
 Sehingga untuk mengukur kapasistas 
pengunaan militer negara, kita akan melihat dari seberapa besar negara 
memberikan pendapatannya untuk melengkapi kekuatan militernya.  
2.3.3.4 Tingkat Kebergantungan pada Sumber-sumber Luar Negeri 
Untuk mendapatkan kemampuan militer yang mumpuni, sebuah 
negara membutuhkan produksi alat-alat militer dan sumber-sumber 
produksi militer tersebut tidak jarang berasal dari luar negeri. Oleh karena 
itu, kita perlu mengetahui seberapa besar kemampuan militer yang didapat 
dari sumber-sumber luar negeri. Semakin bergantung sebuah negara 
terhadap sumber-sumber militer luar ngeri dalam menunjang 
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Menurut Coplin ada beberapa negara yang memiliki kemampuan 
untuk memproduksi persenjataan militernya sendiri. Namun, tidak berarti 
negara yang memounyai kemampuan untuk memproduksi sendiri akan 
sama sekali tidak bergantung pada negara lain.
61
 Negara tersebut tetap 
akan membutuhkan sumber bantuan dari negara lain, dan negara-negara 
tersebut tetap akan bergantung pada bahan mentah dan dukungan logistik 
melalui penggunaan wilayah. Sehingga tekanan akan bersifat relatif karena 
negara-negara ini pun bergantung pada negara lain dalam hal produk 
strategis.
62
 Sehingga untuk mengukurnya kita harus tahu seberapa besar 
produksi militer yang dilakukan oleh negara itu sendiri, ataukah negara 
lebih banyak mendapat bantuan militer dari negara lain untuk memenuhi 
kebutuhan militernya.  
2.3.3.5 Ketakstabilan Internal dan Kemampuan Militer 
Coplin berpendapat bahwa kekuatan militer yang dipunyai oleh 
negara adalah utnuk melindungi negara terhadap ancaman dari negara lain, 
namun selain itu, peran militer yang tidak kalah penting adalah untuk 
mencegah terjadinya kerusuhan sosial dan politik dalam negeri. Apakah 
kondisi politik dalam negeri dalam keadaan damai dan bagaimana 
kekuatan militer digunakan untuk melindungi kestabilan politik dalam 
negeri. 
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Agar bisa menaksir denegan tepat kapasitas suatu negara dalam 
mengunakan angkatan bersenjata dalam politik luar negerinya, kita perlu 
menentukan tingkat “keterikatan” kapasitas militer terhadap ancaman 
instabilitas dalam negeri.
63
 Dengan kata lain, apakah militer bekerja 




2.3.4 International Context 
International Circumtances yaitu posisi khusus negara dalam hubungannya 
dengan negara lain dalam sistem itu.
65
 Lingkungan internasional setiap negara 
terdiri atas lokasi yang didudukinya, dalam kaitannya dengan negara-negara lain 
dalam sistem tertentu dan juga hubungan-hubungan ekonomi dan politik antara 
negara itu dengan negara-negara lain.
66
 Morgenthau berpendapat bahwa setiap 
negara memiliki hubungan tertentu dengan lingkungan internasional yang 
ditetapkannya sebagai perangkat seperangkat kepentingan nasionalnya yang 
obyektif. Kepentingan nasional yang memiliki hubungan dengan lingkungan 
internasional tersebut berpengaruh untuk menentukan politik luar negeri sebuah 
negara.
67
 Dan menurut Coplin kondisi lingkungan yang dapat memberikan 
dampak pada penentuan politik internasional didasarkan pada tiga elemen yaitu 
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2.3.4.1 Kertakaitan Geografi 
Geografi berhubungan dengan perdagangan antara negara, 
pemberian suara negara tersebut dalam organisasi internasional, serta 
adanya kerjasama antara pemerintah.
69
 Karena kedekatan geografis negara 
akan mempertimbangankan dampak yang akan ditimbulkan dari negara 
sekitarnya, ketika memutuskan suatu keputusan polugri. Keterkaitan 
geografis itu kemudian akan menjelaskan pola hubungan interaksi yang 
terbentuk antar negara.  
 2.3.4.2 Hubungan Ekonomi
70
 
Hubungan ekonomi merupakan bagian yang menjelaskan 
mengenai arus barang dan jasa maupun arus modal yang membuat negara-
negara tertentu bergantung pada negara lain. Lancar atau tidaknya 
hubungan ekonomi dengan negara partner akan menentukan sebuah negara 
mengambil suatu keputusan luar negeri. entah keputusan untuk 
memutuskan hubungan dagang atau keputusan untuk melanjutkannya. 
Dari sini kita dapat melihat hubungan ekonomi yang terlajin antar negara 
secara luas, tidak hanya dalam satu kawasan.  
2.3.4.3 Hubungan Politik 
Sedangkan hubungan politis merupakan pembentukan aliansi-
aliansi, terutama yang menyangkut pasuikan-pasukan diwilayah asing.
71
 
Dalam indikator ini Coplin menjelaskan bahwa hubungan politik sebuah 
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negara dengan negara lain dalam lingkungan internasional sangat berperan 
dalam keputusan-keputusan polugri suatu negara.
72
   
Adanya elemen-elemen tersebut yang membuat international 
circumtances dapat membawa dampak pada keputusan politik luar negri 
sebuah negara. International circumtances akan memungkinkan kita untuk 
menjelaskan politik luar negeri suatu negara hanya secara parsial. Kita 
dapat menjelaskan mengapa negara mengambil keputusan polugri, alih-
alih kita harus menelaah proses-proses polugri dalam negara itu.
73
 
2.4 Operasionalisasi Konsep 
 Dalam penelitian ini penulis menggunakan konsep yang dikemukakan oleh 
William D. Coplin mengenai pengambilan keputusan politik luar negeri. Dalam 
buku Pengantar politik Internasional Suatu Telaah Teoritis, yang diungkapkan 
oleh Coplin menjelaskan bahwa keputusan politik luar negeri suatu negara dapat 
dipengaruhi oleh empat hal yaitu Decison maker, domestic politics, economy and 
military factors, dan international context. Keempat faktor tersebut adalah 
instrumen yang digunakan oleh penulis untuk menjawab pertanyaan penelitian 
mengani faktor penyebab dari keluarnya keputusan Tiongkok memberikan sanksi 
ekonomi pada Korsel tahun 2016-2017. Empat faktor yang dijelaskan Coplin 
tersebut digunakan sebagai variabel, yaitu sebagai berikut. 
 Yang pertama adalah variabel decision maker, yang menjelaskan bahwa 
keseluruhan politik luar negeri menurut perilaku seorang pemimpin yang khas. 
Variabel ini adalah variabel yang menjelaskan peran perilaku pengambil 
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keputusan yaitu pemimpin negara yang dapat menjadi penyebab keluarnya 
keputusan politik luar negeri suatu negara. Bahwa menjelaskan seberapa penting 
pemimpin sebuah negara dalam pengambilan keputusan politik luar negeri. 
Sehingga jika dikaitkan dengan studi kasus yang dipilih oleh penulis akan 
merujuk kepada pemimpin negara Tiongkok pada tahun 2013-2016, tahun dimana 
keputusan sanksi ekonomi kepada Korsel diterapkan,  dan pada saat Xi Jinping 
mulai menjabat, serta juga sebagai ruang lingkup waktu penelitian ini. 
 Dalam variabel ini penulis akan mencari tahu seberapa pentingnya 
keputusan yang dibuat oleh seorang pemimpin, dalam hal ini pemimpin Tiongkok. 
Hal tersebut kemudian akan juga menjelaskan bagaimana pengaruh dari 
pemimpin negara dalam suatu keputusan polugri negara. Semakin besar pengaruh 
dari pemimpin negara dalam pengambilan keputusan untuk urusan politik luar 
ngeri, maka semakin besar pula pemimpin berpengaruh dalam pengambilan 
keputsan pemberian sanksi ekonomi kepada Korsel tahun 2016-2017. 
 Tiongkok merupakan negara dengan sistem politik tertutup, yang ditandai 
dengan adanya satu partai yang dominan yaitu Communist Party of China 
(CPC).
74
 Oleh karena itu penulis melihat bahwa variabel desicion maker behavior 
ini merupakan salah satu faktor yang sangat potensial untuk menjadi faktor 
penyebab Tiongkok mengambil keputusan untuk memberikan sanksi ekonomi 
kepada Korsel th. 2016-2017. Yang akan dilihat dari seberapa berpengaruhnya 
jabatan Presiden di Tiongkok dalam mengambil keputusan polugri.  
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Variabel yang kedua adalah domestic politics, dalam variabel ini Coplin 
menjelaskan mengenai kondisi politik domestik dapat memberikan pengaruh pada 
proses pengambilan keputusan polugri suatu negara. Coplin menjelaskan dalam 
level domestik, ada aktor-aktor yang berperan dalam mempengaruhi pengambilan 
keputusan. Jika dikaitkan dengan studi kasus yang akan penulis gunakan untuk 
penelitian ini, yang disebut aktor-aktor tersebut antara lain yaitu kementerian-
kementerian terkait, adanya pengaruh dari partai, adanya kelompok-kelompok 
kepentingan, dan adanya opini publlik yang biasanya disuarakan melalui media 
massa yang berada di wilayah Tiongkok .
75
 
Tiongkok merupakan negara dengan sistem politik tertutup, maka untuk 
variabel ini dirasa tidak relevan dengan studi kasus. Oleh karena itu penulis akan 
mengkonstantakan variabel domestic politics, karena kondisi politik dalam negeri 
Tiongkok bukan merupakan penyebab dari keputusan Tiongkok untuk 
memberikan sanksi ekonomi kepada Korsel. Hal ini berdasarkan pernyataan yang 
telah dikemukakan oleh Coplin bahwa negara dengan sistem politik tertutup, 
kelompok-kelompok yang revolusioner biasanya lemah, dan jika ada kelompok 
yang revolusioner biasanya berada diluar batas-batas geografis negara yang 
bersangkutan.
76
 Dan oleh karena Tiongkok menrupakan negara dengan sisitem 
tertutup maka variabel domestic politics ini tidak akan terlihat jelas, dan dirasa 
kurang relevan dengan keadaaan dalam negeri Tiongkok sendiri. 
Variabel yang ketiga adalah economics and military factors, seperti yang 
dijelaskan pada sub-bab sebelumnya penulis melihat bahwa variabel ini 
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mempunyai potensi yang tinggi untuk dikatakan sebagai penyebab mengapa 
Tiongkok memberikan sanksi ekonomi kepada Korsel. Dalam variabel ini 
dijelaskan bagaimana kondisi ekonomi dan militer negara dapat menjadi 
penyebab keluarnya suatu keputusan polugri. Walaupun kedua faktor tersebut 
saling berkaitan, Coplin membedakan faktor ekonomi dan militer untuk 
mempermudah pemberian indikator pada masing-masing faktor. Jika variabel ini 
dikaitkan dengan studi kasus maka  memiliki dua indikator atau tolok ukur 
penyebab keluarnya keputusan Tiongkok dari faktor ekonomi, dua indikator 
tersebut yaitu yang pertama diukur dari pendapat perkapita dan kondisi ekonomi 
domestik Tiongkok pada tahun 2013-2016. Indikator ini menjelaskan apakah 
keduanya berjalan selaras dan tidak saling tumpang tindih, sehingga tidak 
menyebabkan masalah baru bagi negara itu sendiri. 
Indikator kedua untuk faktor ekonomi adalah besarnya jumlah ekspor 
impor dari Tiongkok ke Korsel. Pada indikator ini kita dapat melihat 
ketergantungan Tiongkok pada produk barang dan jasa dari Korsel di tahun 2013-
2016. Kebergantungan sebuah negara pada negara lain pada sektor ekonomi akan 
mempengaruhi negara tersebut dalam membuat keputusan polugri. 
Sedangkan dalam faktor militer Coplin menyediakan tiga tolok ukur untuk 
melihat seberapa besar pengaruh yang diberikan faktor ekonomi. Tiga indikator 
tersebut yang pertama adalah kapasitas penggunaan militer, yang jika dikaitakan 
dengan studi kasus akan melihat bagaimana Tiongkok bersedia mengeluarkan 
anggarannya untuk belanja kebutuhan militer negara. Semakin banyak jumlah 




















pada tahun 2013-2016, dapat menjadi alasan Tiongkok mengeluarkan tindakan 
kepada Korsel. 
Indikator yang kedua dalam faktor militer adalah adanya aliansi Tiongkok 
dengan Korsel dalam bidang militer pada tahun 2013-2016. Adanya aliansi negara 
dengan negara lain, maka ada kemungkinan negara tersebut mengadakan jual-beli 
ataupun mendapat bantuan militer untuk memenuhi kebutuhan negara. Jika 
terdapat aliansi ataupun perdagangan dengan Korsel dalam jumlah yang besar, 
dapat memungkinkan Tiongkok mengalami ketergantungan terhadap pasokan dari 
negara tersebut. Hal ini adapat dilihat dari adanya kegiatan ekspor-impor antara 
Tiongkok dan Korsel pada tahun 2013-2016.  
 Sedangkan indikator yang ketiga adalah ketidakstabilan internal dan 
kemampuan militer, yang diekspresikan melalui kekuatan militer Tiongkok, 
apakah militernya bekerja dibawah pemerintahan atau merupakan instansi 
tersendiri. Kekuatan militer yang bekerja dibawah perintah pemerintah negara 
meerupakan alat yang digunakan negara sebagai pendukung razim pemerintah. 
Oleh karena itu disini kita dapat melihat apakah kekuatan militer Tiongkok 
mendukung rezim pemerintah atau tidak, karena kekuatan militer dapat digunakan 
untuk mencegah terjadinya kerusuhan sosial dan politik dalam negeri.
77
 
Sedangkan variabel yang keempat adalah international context, variabel 
ini memiliki tiga indikator yang dapat menjelaskan dampak konteks internasional 
terhadap pengambilan keputusan politik luar negeri yaitu geografi, hubungan 
ekonomi dan hubungan politik. Jika dikaitkan dengan tindakan Tiongkok 
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memberikan sanksi ekonomi kepada Korsel, kebutuhan geografis merupakan 
kebutuhan geopolitik, seperti yang dikemukakan oleh Coplin, bahwa negara-
negara akan berusaha memperluas wilayahnya. Serta kedekatan geografis sebuah 
negara akan menentukan keputusan yang dikeluarkan oleh negara tersebut. 
Sehingga dalam hal ini kedekatan wilayah Tiongkok dengan Korsel dapat menjadi 
latar belakang Tiongkok melakukan tindakan pemberian sanksi ekonomi kepada 
Korsel.  
Untuk hubungan ekonomi dalam international context, Coplin 
menjelaskan mengenai arus barang dan jasa serta modal yang terjadi antara 
negara-negara. Disini penulis akan melihat tren perekonomian Tiongkok pada 
tahun 2013-2016 secara luas. Dari sini kita dapat melihat tekanan-tekanan 
perdagangan yang ditimbulkan akibat menjalin hubungan ekonomi dengan negara 
lain. Perbedaannya dengan indikator sebelumnya yaitu keberantungan pada 
perdagangan dan finansial internasional terletak pada ruang lingkupnya. Pada 
indikator ini penulis akan melihat bagaimana hubungan ekonomi Tiongkok 
dengan negara selain Korsel. Jika Tiongkok menjalin hubungan ekonomi dengan 
negara lain, maka kemungkinan besar Tiongkok memiliki cadangan sumber daya 
yang membuat Tiongkok memutuskan untuk memberikan sanksi ekonomi kepada 
Korsel. 
Serta tolok ukur yang terakhir dari international context adalah hubungan 
politik yang menurut Coplin sangat berperan dalam pengambilan keputusan. Dan 
jika dikaitkan dengan studi kasus maka penulis akan melihat hubungan politik 
Tiongkok dengan Korsel pada tahun 2013- 2016. Kejadian-kejadian yang 




















utama dari alasan Tiongkok memutuskan untuk memberikan sanksi ekonomi 
kepada Korsel. International context merupakan faktor dari luar negari yang 
membuat tekanan tertentu pada negara untuk mengambil suatu keputusan politik 









































Tabel 1: Operasionalisasi Konsep 
Decision Making Concept 
Oleh: William D. Coplin 




Pengaruh Xi Jinping 




Economi and Military 
Factors 
Kapasitas produksi barang 
dan jasa  
- GNP Perkapita Tiongkok 
tahun 2013-2016 
- kondisi ekonomi 
Tiongkok tahun 2013-2016 
Kebergantungan pada 
perdagangan dan finansial 
internasional 
Besarnya ekspor dan 
impor Tiongkok dari/ke 





Tiongkok untuk kebutuhan 
militer tahun 2013-2016 
Tingkat kebergantungan 
pada sumber-sumber 
militer luar negeri 
Adanya kegiatan ekspor-
impor antara Tiongkok dan 
Korsel tahun 2013-2016 
Ketakstabilan internal dan 
kemampuan militer 
Kekuatan militer Tiongkok 
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Tiongkok dengan negara 
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2.5 Argumen Utama 
 Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan konsep yang digunakan 
kita dapat menarik kesimpulan sementara yaitu bahwa keputusan Tiongkok untuk 
memberikan sanksi ekonomi kepada Korsel pada tahun 2016-2017 adalah karena 
adanya tiga faktor penyebab yang determinan. Tiga faktor tersebut terdiri dari 
Desicion maker, economic and military factors dan international context, yang 
mana ketiga faktor tersebut memberikan pengaruh kepada pengambil keputusan 




















2.6 Alur Pemikiran 
  





















Pada juli 2016 Korsel memberikan respon untuk tindakan uji coba nuklir yang dilakukan 
Korut dengan mengembangkan sistem THAAD. Tiongkok tidak setuju dengan respon 
tersebut, ketidak setujuannya itu ditunjukkan dengan memberikan sanksi ekonomi kepada 
Korsel. Tiongkok memberikan sanksi ekonomi dibandingkan dengan tindakan lain untuk 
merespon ketidaksetujuannya. 
Apa faktor yang mempengaruhi keputusan Tiongkok memberikan sanksi 
ekonomi kepada Korsel pada tahun 2016-2017? 
Domestic politics 
Economic and military factors 
- Kapasitas produksi barang & jasa 
- Kebergantugan pd perdangan & finansial 
internasional 
- Kapasitas penggunaan militer 
- Tingkat kebergantungan pada sumber2 
militer LN 

















- Hubungan  
politik 
Keputusan sanksi ekonomi oleh Tiongkok kepada Korsel pada tahun 2016-
2017, dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu decision maker, economic and 





















3.1 Jenis Penelitian 
 Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah serta tujuan dari penelitian yang 
telah dijabarkan pada bab sebelumnya, penulis kemudian menentukan bahasa urgensi 
penelitian ini adalah untuk menjelaskan faktor yang mempengaruhi Tiongkok untuk melihat 
faktor apa saja yang mempengaruhi Tiongkok menyatakan ketidaksetujuannya terhadap 
THAAD dengan memberikan sanksi ekonomi, ketimbang dalam bentuk yang lain.  Penelitian 
ini merupakan penelitian yang bersifat eksplanatif karena penelitian ini berusaha untuk 
menjelaskan hubungan sebab-akibat antara pengembangan THAAD di Korsel dengan 
keputusan sanksi ekonomi Tiongkok kepada Korsel pada tahun 2016-2017. Adapun bentuk 
penelitian yang penulis gunakan adalah dengan mengambil studi kepustakaan atau library 
research. Dengan sumber seperti buku, koran, majalah, makalah, internet, jurnal dan lain-lain 
sebagai bahan untuk mencari informasi dari obyek peneltian yang penulis gunakan. 
3.2 Ruang Lingkup Penelitian 
 Dalam penelitian ini, penulis memberikan batasan penelitian dengan menentukan 
ruang lingkup penelitian, hal ini dilakukan agar penelitian memiliki data dan waktu pencarian 
yang relevan. Ruang lingkup waktu yang penulis gunakan yaitu antara tahun 2013-2017. 
Alasan penulis menggunakan ruang lingkup tersebut adalah bahwa pada masa tersebut, 
berkaitan dengan urgensi penulis untuk menjelaskan faktor apa saja yang mempengaruhi 
Tiongkok dalam memberikan keputusan sanksi ekonomi kepada Korsel. Bahwa pada tahun 
2013, merupakan tahun dimana Korsel mengajukan proposal kepada AS untuk meminta 




















respon terhadap tindakan Korsel tersebut dengan menyatakan ketidaksetujuan di berbagai 
kesempatan. 
 Sedangkan penelitian ini berhenti di tahun 2017, pada tahun tersebut Korsel 
mengalami pergantian kepemimpinan, yaitu dari Presiden Park Geun Hye menjadi Presiden 
Moon Jae In. Pergantian kepemimpinan ini mengakibatkan kesepakatan mengani THAAD 
antara Korsel dan AS berubah, dikarenakan kedua presiden Korsel tersebut menganut prinsip 
yang berbeda. Perbedaan prinsip itu juga pada akhirnya memicu Tiongkok untuk mengkaji 
ulang keputusan sanksinya kepada Korsel.  
3.3 Teknik Pengumpulan Data 
 Untuk mendapatkan data yang relevan dengan bentuk penelitian, teknik pengumpulan 
data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik pengumpulan data sekunder. Data 
sekunder tersebut berupa studi pustaka dan dokumen. Metode pengumpulan data studi 
pustaka dilakukan melalui pencarian sumber tertulis. Sumber tertulis tersebut dapat berbentuk 
buku, jurnal, publikasi media, dan/atau dokumen pemerintah.  
3.4 Teknik Analisis Data 
 Dalam penelitian ini akan dianlisis menggunakan teknik analisa kualitatif yang mana 
data tidak dianalisis menggunakan indikator yang bersifat numerik melainkan penulisan 
penelitian akan diuraikan dan digambarkan dengan kalimat, yang menjelaskan mengenai 
permasalahan dan penyelesaian permasalahan yang kemudian dari situ akan diambil 
kesimpulan. Dalam teknik ini dilakukan beberapa langkah diantaranya pengumpulan data, 
klarifikasi data, seleksi data dan kemudian menganalisa data dengan cara 
menginterpretasikan data dengan konsep atau teori yang telah ditentukan kedalam sebuah 




















3.5 Sistematika Penulisan 
 Untuk menjelaskan penelitian faktor yang mempengaruhi keputusan Tiongkok 
memberikan sanksi kepada Korsel, penulis menyusunnya ke dalam beberapa bagian, sebagai 
berikut: 
BAB I: Pendahuluan 
 Merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, 
tujuan penelitian, serta manfaat penelitian. 
BAB II: Kerangka Pemikiran 
 Berisikan kerangka pemikiran dengan penjabaran pada studi terdahulu, kerangkan 
teoritis, definisi konseptual, definisi operasional, alur pemikiran dan Hipotesis.  
BAB III: Metodologi Penelitian 
 Merupakan metode penelitian dengan isian jenis penelitian, ruang lingkup penelitian, 
teknik pengumpulan data, dan sistematika penulisan. 
BAB IV: Gambaran Umum 
 Merupakan gambaran umum yang berisikan bentuk sanksi ekonomi Tiongkok 
sebelum tahun 2016, dan implementasi sanksi ekonomi Tiongkok kepada Korsel pada tahun 
2016-2017 
BAB V: Hasil dan Pembahasan 
 Bab ini berisikan penjelasan dari temuan-temuan penulis mengenai faktor yang 
mempengaruhi sanksi ekonomi Tiongkok yang merupakan hasil dari pengeoperasian konsep. 
Dalam bab ini akan ada analisis terkait variabel-variabel yang ada dalam konsep. Dan Bab ini 




















BAB VI: Kesimpulan 
























4.1 Bentuk Sanksi Ekonomi Tiongkok 
 Sejak reformasi pada tahun 1978, Tiongkok menggunakan kebijakan luar negeri 
secara intensif sebagai alat untuk kepentingan ekonomi yang lebih lanjut. Namun pada tahun 
2000an, Tiongkok mulai membalikkan strategi dan mulai menggunakan kekuatan 
ekonominya untuk mempengaruhi hubungan internasional. 78  Secara historis, Tiongkok 
menolak sanksi ekonomi sebagai prinsip kebijakan luar negerinya, prinsip ini telah ada dari 
kebijakan Tiongkok tradisional. Prinsip damainya yang juga termasuk “mutual non-
interfence in each other’s internal affairs”, Tiongkok pada umumnya menafsirkan prinsip ini 




 Pada tahun 2011, Tiongkok menyatakan abstained untuk pengambilan suara pada 
United Nations Security Councils Resolutions (UNSCR) 1973 yang bertujuan membuat no-
fly zone dan membawa intervensi di Libya.
80
 Namun pada tahun 2012, Tiongkok 
memberikan veto yang dimaksudkan untuk menghentikan pertumpahan darah di Syriah.
81
 
Hal ini membuktikan bahwa prinsip tradisional dalam kebijakan nasional yang dipegang oleh 
Tiongkok bersifat fleksibel, untuk memberikan justifikasi pada tindakan di arena diplomatik 
internasional.  
 Sanksi ekonomi yang diberikan kepada Korea Selatan pada tahun 2016-2016 
bukanlah sanksi ekonomi pertama yang diberikan Tiongkok kepada negara lain. Pada 12 
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Februari 2013, Tiongkok memberikan sanksi ekonomi kepada Korea Utara (Korut) untuk 
memberikan respon terhadap uji coba nuklir ketiga yang dilakukan oleh Korut.
82
 Namun 
sanksi ekonomi ini tidak secara langsung ditujukan oleh Tiongkok kepada Korut, melainkan 
melalui perantara yaitu Perseritkatan Bangsa-Bangasa (PBB) .  
 Tiongkok mendukung keputusan UNSCR 1973 untuk memberikan sanksi kepada 
Korut yang telah mengkhawatirkan masyarakat dengan adanya uji coba nuklir. Tiongkok 
sangat menentang nuklir Korut, namun tidak serta-merta langsung menandatangani 
kesepakatan sanksi tersebut. Pada tahun 2006, Tiongkok menyatakan keterlibatan Presiden 
Hu Jintao dalam menyebut “Flagrant” (han-ran)
83
 dan menolak draft sanksi pertama yang 
diajukan AS, yang kemudian terjadi tawar-menawar yang berlangsung selama 5 hari hingga 
disetujui UNSCR 1718.
84
 Sedangkan pada tahun 2009, Tiongkok yang menentang keras 
nuklir Korut masih mencari celah untuk menjual senjata kecil kepada Korut.  
 Pada tahun 2013, Tiongkok pada akhirnya menyetujui draft sanksi ekonomi, dan 
mengadakan kerjasama untuk memberikan sanksi kepada Korut. Sanksinya berupa ketentuan 
yang mengharuskan negara untuk memeriksa kargo miliki Korut, yang dicurigai mengangkut 
barang-barang yang dilarang dalam kesepakatan UNSCR terhadap Korut.
85
 Menghambat 
Korut pada akses uang tunia, dan menerapkan daftar hitam bagi diplomat dan pejabat Korut 




 Sanksi ekonomi yang diberikan Tiongkok kepada Korea Selatan juga bukan yang 
pertama kali terjadi, dan sanksi ekonomi yanng diberikan Tiongkok kepada Korsel memiliki 
pola yang berbeda dengan sanksi yang diberikan kepada Korut. Kepada Korsel, Tiongkok 
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menerapkannya secara langsung tanpa adanya perantara atau kesepakatan terlebih dahulu. 
Tiongkok menerapkan 2 kali sanksi ekonomi kepada Korsel sebelum tahun 2016-2017.  
 Sanksi ekonomi yang pertama kali diterapkan Tiongkok pada Korsel adalah pada 
tahun 2000-2001, yang dikenal sebagai “The garlic war” (dasuan zhi zhan). Konflik bawang 
putih antara Tiongkok dan Korsel ini terjadi sebelum adanya akses Tiongkok ke World Trade 
Organitation (WTO), yang menggambarkan proses pengambilan keputusan dengan tindakan 
balasan terhadap negara-negara lain dalam sengketa perdagangan. Oleh karena itu sejarah 
pemberian sanksi ekonomi Tiongkok kepada Korsel ini dapat menjadi gambaran dalam 
penelitian ini, mengenai bagaimana Tiongkok bereaksi terhadap konflik perdagangan.  
 The garlic war bermula pada usulan federasi koperasi Korsel yang mengajukan 
“trade remedy” atau perbaikan perdagangan tentang impor bawang putih TIongkok, yang 
dikarenakan adanya protes dari petani bawang putih lokal yang mengalami kerugian. 
Pengajuan ini kemudian ditindaklanjuti oleh Kementrian Finansial dan Ekonomi (MOFE) dan 
Kementrian Agrikultur dan Kehutanan (MAF). Keduanya setuju untuk menaikkan tarif impor 




 Tiongkok dengan tegas sangat menentang kebijakan baru yang diterapkan oleh Korsel 
tersebut, karena hal tersebut membawa kerugian bagi pihak Tiongkok sendiri. Maka dari itu, 
Tiongkok mengancam alan membatasi impor barang-barang industri Korsel. Tiongkok 
menuntut tarif ekspor bawang putih untuk segera dicabut. Pemerintah Korsel yang terkejut 
dengan ancaman tersebut mencari jalan lain untuk mencapai kesepakatan,  yang pada 
akhirnya pemerintah Korsel menawarkan kompensasi atas kerugian Tiongkok.
88
 Namun 
                                                          
87
 David Zweig dan Chen Zhimin. 2007.  “how china responds to trade sanctions: decoding to the Sino-South 
Korea ‘Garlic War’” dalam China reforms and International Political Economy. Routlegde: New York.  
88




















negosiasi tersebut tidak berjalan lancar dan pihak Tiongkok menolaknya. Sehingga pada 7 
Juni 2000, pemerintah membalas kebijakan tarif Korsel dengan melarang impor ponsel 
genggam dan polythylene dari Korsel. Pemerintah Korsel terkejut dengan respon tak terduga 
Tiongkok, yang memberikan larang impor ketimbang menerapkan tarif yang tinggi seperti 
yang dilakukan Korsel. Tiongkok memilih produk industri yang penting, dan bernilai tinggi 
bagi Korsel. Ekspor kedua produk industri yang bernilai 57 kali lipat lebih tinggi daripada 
impor bawang putih Tiongkok tersebut, sangat memberikan pengaruh pada kelangsungan 
ekonomi dalam negeri Korsel.
89
 Oleh karena itu Korsel mengadakan negosiasi kembali 
dengan Tiongkok.  
 Pada 14 july, konsesi penting yang tercapai adalah bahwa pemerintah Korsel akan 
mengijinkan lebih dari 20.000 ton acar dan bawang putih beku dengan tarif 30%, termasuk 
kuota dari 11.895 ton bawang putih segar dengan tarif 50%.
90
 Negosiasi ulang yang pada 
akhirnya membawa kerugian bagi Korsel tersebut akhirnya mencapai kesempakatan. Dan 
pada April 2001, Tiongkok kembali mengancam Korsel untuk melarang impor produk-
produk industrinya jika kesepakatan tersebut tidak segera diimplementasikan.
91
 
 Sanksi ekonomi kedua yang pernah diberikan Tiongkok kepada Korsel disebut 
sebagai “Kimchi War”. Konflik perdagangan kedua yang terjadi antara Tiongkok dan Korsel 
adalah pada tahun 2004-2005. Sanksi ekonomi yang diberikan oleh Tiongkok kepada Korsel 
ini berawal dari pihak Korsel, yaitu Korea Food and Drug (KFDA)  menemukan dan 
mengumumkan 16 dari produk kimchi milik Tiongkok mengandung telur parasit yang 
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melebihi dari yang jumlah kandungan yang diizinkan.
92
 Produk yang disebutkan tersebut 
kemudian dibuang dan dihancurkan. 
 Setelah pengumuman dan pemberitahuan tersebut, masyarakat Korsel tidak 
mengkonsumsi kimchi asal Tiongkok, walaupun harganya jauh lebih murah dibandingakan 
kimchi produk lokal. Menanggapi hal tersebut, pada 31 oktober 2005, General 
Administration of Quality Supervison, Inpection and Quarantine of China (GAQSIQ) 
mengumumkan 10 macam produk makanan Korsel yang dilarang masuk ke Tiongkok. 
Produk makanan tersebut termasuk produk kimchi, pasta cabai, dan saus daging barbeque, 
yang dilarang impor ke Tiongkok dengan alasan mengandung telur parasit.
93
 Setelah 
beberapa negosiasi dan konsultasi diantara kedua pemerintahan, maka terjadi kesepakatan 
dan pelarangan dari produk-produk yang diimpor dicabut pada akhir tahun 2005.
94
 Walaupun 
demikian, perhatian kedua negara tentang keamanan produk masih berlanjut dan kedua 
negara lebih memperketat inspeksi pada produk impor, terutama pada makanan dan kosmetik.  
4.2 Implementasi Sanksi Ekonomi Tiongkok kepada Korsel Pada Tahun 2016-2017 
 Pada tahun 2016-2017 pemerintah Tiongkok tercatat menggunakan ekonomi koersif 
yang ditujukan kepada bisnis Korea Selatan (Korsel) secara individu maupun kelompok, yang 
mengakibatkan dampak buruk bagi pertumbuhan dan kerjasama ekonomi kedua negara 
maupun negara sekitarnya. Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa 
Tiongkok memiliki ciri khas tersendiri ketika menjalakan keputusan pemberian sanksi 
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ekonomi. Tiongkok cenderung tidak kentara, tidak diumumkan secara resmi dan pemerintah 
selalu tidak mengakui tindakan sanksi ekonomi kepada pihak lain.
95
  
Sehingga penerapan sanksi ekonomi Tiongkok kepada negara lain dilaksanakan tanpa 
adanya pernyataan lisan dan tulisan, tanpa adanya undang-undang yang formal, ruang 
lingkup bidang yang terbatas, serta durasi pelaksanaan yang tidak ditentukan.
96
Tiongkok 
memberikan sanksi kepada negara, kelompok bahkan individu yang dianggap menentang 
atau merusak kepentingan serta keamanan nasional Tiongkok sendiri.
97
 Yang salah satunya 
dijatuhkan kepada Korsel pada tahun 2016-2017. Tindakan sanksi ekonomi yang diberikan 
Tiongkok kepada Korsel secara nyata adalah berupa larangan ekspor-impor, hambatan 
perdagangan berupa regulasi ekspor-impor yang diperketat sehingga ada indikasi Tiongkok 




 Hallyu (korean wave) adalah salah satu produk Korsel yang terkena larangan untuk 
beredar di daratan Tiongkok. Hallyu merupakan Korean Entertaiment yang mencakup drama 
televisi, music K-pop, film, Art, hingga makanan yang telah diperkenalkan sejak pertengahan 
tahun 1990.
99
 Hallyu dinikmati oleh banyak anak muda di Tiongkok, yang mencapai 150 juta 
penonton yang tertacatat oleh badan yang bertanggung jawab atas konten penyiaran di 
televisi atau disebut China Central televison (CCTV) pada tahun 2015.
100
 
Musik K-pop juga banyak dinikmati dikalangan remaja Tiongkok sejak tahun 1997. Sejak 
masuknya hallyu ke daratan Tiongkok, pemerintah kedua negara saling bekerja sama untuk 
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terus mengembangkan budaya tersebut dengan membangun kerjasama Sino-Korea. 
Kerjasama tersebut kemudian banyak terjadi pertukaran budaya, adanya penyelenggaraan 
konser, kerjasama program televisi, serta banyaknya investasi dibidang industri hiburan. Hal 
ini kemudian menjadikan Tiongkok sebagai pasar terbesar kedua setelah Jepang yang 
membawa presentase keuntungan 27,6% pada tahun 2015.
101
 
 Pemerintah Tiongkok memanfaatkan kepopuleran hallyu sebagai senjata yang ampuh 
untuk mewujudkan kepentingan nasionalnya. Pada Januari 2017 beberapa event hallyu seperti 
konser, fan meeting, bahkan undangan acara penghargaan kepada artis-artis Korsel 
ditangguhkan dan bahkan dibatalkan tanpa adanya penjelasan lebih rinci.
102
 Pemerintah 
Tiongkok melarang adanya pertunjukan yang dibintangi, didanai, berafilisasi dan diproduksi 
oleh perusahaan Korsel.
103
 Sehingga pihak yang tetap bersikeras mengadakannya akan 
dikenakan denda sebesar 17 juta won atau sekitar $ 4.460 US dollar.
104
  
Pemerintah Tiongkok juga melarang pihak CCTV untuk menyiarkan program televisi 
yang berasal dari Korsel, yang mana regulasi tersebut juga berlaku pada siaran online 
maupun offline.
105
 Akibatnya saham perusahaan hiburan Korsel turun, beberapa perusahaan 
hiburan besar di Korsel seperti YG Entertaiment, JYP, CJE&M, dan SM Entertaiment 
mengalami total penurunan saham sebanyak 300 juta won dalam 3 hari.
106
 
 Selain hallyu, pemerintah Tiongkok juga menerapkan pelarangan terhadap penjualan 
dan distribusi pembersih udara milik Korsel. Ada 8 produk pembersih udara yang gagal 
memenuhi standart keselamatan menurut regulasi di Tiongkok, dan 5 dari produk tersebut 
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merupakan produk asal Korsel.
107
 Produk-Produk high technology yang berasal dari Korsel, 
kebanyakan mengalami gagal uji pada inspeksi barang import dengan berbagai alasan. 
Banyak produk dari negara lain juga gagal memenuhi standart inspeksi tersebut, Namun 80% 
produk yang gagal merupakan dari Korsel. pada tahun 2013 Korsel berada diurutan pertama 
sebagai partner import Tiongkok. Namun pada 2015 dan 2016 jumlah import Tiongkok dari 
Korsel menurun cukup signifikan.  
 Produk kosmetik yang berasal dari Korsel juga gagal masuk Tiongkok, ada 28 macam 
produk kosmetik yang dilarang masuk ke Tiongkok 19 diantaranya merupakan porduk 
kosmetik milik Korsel dihitung per januari 2017.
108
 Produk-produk tersebut termasuk shampo 




 Pelarangan berbagai produk Korsel tersebut kebanyakan adalah hasil dari investigasi 
import yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok, sehingga 80% produk Korsel gagal 
memenuhi standar pemeriksaan tersebut. Hal ini dikarenakan pemerintah Tiongkok 
memperketat regulasi dan izin produk import kosmetik dan makanan, yang meliputi standar 
kemasan hingga kandungan bahan-bahannya.
110
 Dengan adanya penerapan regulasi yang baru 
tersebut, dapat diindikasikan sebagai upaya pemerintah Tiongkok melakukan diskriminasi 
terhadap produk-produk Korsel untuk masuk ke Tiongkok. Walaupun Korsel bukanlah 
negara satu-satunya yang terkena inspeksi tersebut, namun Korsel merupakan negara yang 
produknya paling banyak gagal lolos standar baru yang diterapkan oleh pemerintah Tiongkok. 
Negara lain diantanya adalah Taiwan, New Zealand, Brazil, Kanada, Australia, Russia, Korea 
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 Bentuk sanksi yang diberikan oleh Tiongkok kepada Korsel mencakup segala bidang, 
Tiongkok juga memberlakukan Asset Freeze atau pembekuan asset milik Korsel yang berada 
diwilayah Tiongkok. Asset yang terkena pembekuan adalah Lotte, yang merupakan 
perusahaan waralaba miliki Korsel yang telah membuka gerai di Tiongkok sejak 20 tahun 
yang lalu. Pada awal April 2017, pemerintah Tiongkok berhasil menutup 75 gerai dari total 
99 gerai milik Lotte yang berada di mainland Tiongkok.
112
 Menurut pemerintah Tiongkok, 
Lotte melanggar regulasi Tiongkok mengenai standar keamanan dan keselamatan kebakaran.  
 Dalam implementasinya, pemerintah Tiongkok juga melakukan larangan perjalanan 
dari Tiongkok menuju Korsel, hal ini merupakan yang pertama kalinya diterapkan Tiongkok 
setelah wabah MERS melanda Korsel pada pertengahan tahun 2015.
113
 China National 
Tourism Administration (CNTA) mengadakan pertemuan dengan para pelaku bisnis travel 
yang menyediakan jasa perjalanan pariwisata ke Korsel dan memberikan instruksi verbal 
untuk mengguhkan penjualan  paket perjalanan ke Korsel, secara online maupun offline.
114
 
Destinasi paling banyak dikunjungi oleh wisatawan Tiongkok di Korsel adalah Pulau Jeju, 
namun menurut Jeju Tourism Assocoation pada maret 2017 wisatawan Tiongkok menurun 
sebanyak 46% dibanding diwaktu yang sama pada tahun sebelumnya.
115
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 Wisatawan Tiongkok sendiri menyumbang $22 milliar US dollar untuk Korsel 
dibidang pariwisata, yang berarti 1,6% total GDP Korsel.
116
 Wisatawan Tiongkok merupakan 
wisatawan tertinggi di Korsel. Karena itu Tiongkok memanfaatkan posisinya yang 
dibutuhkan oleh Korsel untuk memenuhi kepentingan nasionalnya.  




Penurunan jumlah wisatawan tersebut dikarenakan pemerintah Tiongkok yang mengeluarkan 
peringatan sebelumnya, mengenai perjalanan ke Pulau Jeju, Korea Selatan. Larangan tersebut 
dikeluarkan pada 3 Maret 2017, yang mengakibatkan penurunan wisatawan Tiongkok secara 
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FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN SANKSI EKONOMI 
TIONGKOK KEPADA KOREA SELATAN PADA TAHUN 2016-2017 
 Tiongkok merupakan salah satu negara yang menggunakan sanksi ekonomi sebagai alat 
untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Sanksi ekonomi yang Tiongkok lakukan biasanya 
lebih banyak ditargetkan kepada perusahaan – perusahaan negara dengan tujuan untuk 
merugikan kegiatan ekonomi mikronya, kepentingan finansial dan juga komersial yang 
dilakukan di wilayah Tiongkok dan/atau sektor yang mengandalkan Tiongkok sebagai 
konsumen maupun produsen.
119
 Sanksi ekonomi tersebut juga diterapkan kepada korsel 
sebagai bentuk atas ketidaksetujuan Tiongkok terhadap pengembangan sistem THAAD yang 
dilakukan di Korsel.  
 Pada bagian ini, akan dijelaskan faktor apa saja yang mempengaruhi Tiongkok untuk 
menggunakan sanksi ekonomi sebagai alat ketidaksetujuannya tersebut, dibandingkan dengan 
cara lainnya terhadap tindakan Korsel mengembangkan sistem THAAD. Dengan adanya 
pembahasan ini kita kemudian dapat mengetahui faktor determinan yang membawa Tiongkok 
mengambil keputusan untuk lebih menggunakan sanksi ekonomi sebagai alat ketimbang 
tindakan lainnya. Faktor yang mempengaruhi keputusan Tiongkok akan dibahas sesuai 
dengan teori yang dikemukakan oleh William D. Coplin.  
5.1 Decision maker 
 Decision maker, merupakan perilaku pengambilan keputusan yang merupakan faktor 
yang dapat mempengaruhi sebuah negara mengambil keputusan luar negerinya. Faktor ini 
menjelaskan mengenai bagaimana seorang pengambil keputusan dalam mengambil keputusan 
politik luar negeri negeranya. Menurut Coplin faktor ini akan mempangaruhi proses 
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pengambilan keputusan, begitu pula dengan pengambilan keputusan sanksi ekonomi Tionkok 
kepada Korsel. 
5.1.1 Pengaruh Seorang Pengaruh Keputusan  
 Proses pembuatan keputusan politik luar negeri tentunya tidak lepas dari adanya 
seorang pengambilan keputusan. Seorang pengambilan keputusan memiliki peranan yang 
penting dalam pengambilan keputusan, dalam hal ini adalah manusia. Coplin 
berpendapatan bahwa manusia merupakan pemecah masalah yang rasional untuk 
memproses secara intelektual penyusunan politik luar negeri.
120
 Yang dalam kasus ini 
seorang pengambil keputusan adalah Presiden Tiongkok, Xi Jinping.  
 Tiongkok mengalami masa transisi kepemimpinan pada novermber 2012, yang 
kemudian membawa perubahan signifikan bagi Tiongkok dibidang kebijakan luar negeri. 
pada tahun 2012, dengan Xi Jinping sebagai pemimpin baru, yang membawa Tiongkok 
lebih tegas dalam urusan hubungan internasional.
121
 Beberapa berpendapat bahwa 
perilaku internasional Tiongkok dengan pemimpinnya yang baru, merupakan manifestasi 
dari fase baru kebijakan luar negeri Tiongkok yang kemudian dikenal sebagai “peaceful 
rise 2.0”.
122
 Xi Jinping sangat aktif dalam melakukan hubungan luar ngeri Tiongkok, 
bahkan seminggu setelah dirinya menjabat menjadi presiden, Xi melangsungkan 
kunjungan luar negeri ke beberapa negara seperti Russia, dan Tanzania. Xi Jinping juga 
menghadiri BRICS Summit (Brazil, Russia, India, China, dan South Africa) yang 
dilangsungkan di Afrika Selatan.
123
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 Banyak penelitian yang membuktikan bahwa Tiongkok dibawah 
kepemimpinan Xi Jinping, Tiongkok menjadi negara yang terbuka terhadap masalah-
masalah internasional. Tiongkok menjadi negara yang sedikit demi sedikit ikut 
campur ke dalam level global. Pidato Xi Jinping dalam kongres partai yang ke 19, Xi 
Jinping menyebutkan  
“a new historic juncture in China’s development... an era that sees China 




Dalam pidatonya itu, Xi Jinping Ingin Tiongkok lebih berkontibusi terhadap sosial 
masyarakat dan menjadikan Tiongkok sebagai pusat sistem internasional. Tidak hanya 
keinginannya untuk terlibat dalam masalah-masalah global, Xi Jinping juga 
memikirkan stabilitas regional. 
 Ide mengenai stabilitas regionalnya tersebut dibawa dalam inisiatif diplomasi 
yang salah satunya adalah “community of common destiny” (mingyun gongtongti) 
yang dibuat untuk memebangun hubungan Tiongkok dengan berbagai negara secara 
luas, dan hubungannya dengan negara tetangga pada khususnya.
125
 Istilah tersebut 
pertama kali dipakai oleh Presiden Hu Jintao, yang muncul dalam 2011 white paper 
on peaceful development, yang mengacu pada hubungan yang saling bergantung satu 
sama lain antara negara-negara dengan sistem politik yang berbeda dan pada tingkat 
perkembangan yang berbeda di era globalisasi ekonomi.
126
 Xi menggunakan istilah 
tersebut dalam pidato pertamanya yang diadakan dalam pertemuannya bersama 
kelompok ahli luar ngeri yang bekerja di Tiongkok. yang sejak saat itu Xi terus 
mengulang istilah tersebut dalam berbagai kesempatan. 
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 Xi Jinping sendiri merupakan orang yang telah lalu-lalang dalam dunia perpolitikan 
Tiongkok. Ia merupakan Sekertaris Jendral Chinese Communist Party (CCP), yang 
merupakan partai terbesar dan yang paling berkuasa di Tiongkok. Dalam nasional 
kongres CCP, suara bulat kongres menyetujui laporan Xi Jinping sebagai mandat resmi 
partai dan diabadikan dalam konstitusi partai, yang kemudian disebut sebagai “Xi 
Jinping Thought”.
127
 Yang berarti partai memberi Xi Jinping otoritas, yang tidak 
tertandingi oleh pemimpin Cina sejak Mao Zedong.
128
  
 Pengaruh Xi Jinping telah terlihat bahkan sebelum menduduki kursi presiden, yang ia 
tunjukkan melalui partisipasinya menyusun kebijakan Tiongkok terhadap wilayah Laut 
Cina Selatan. Tiongkok menjajikan lebih dari 20 milliar dollar bantuan ke negara-negara 
Asia Tenggara, yang akan memberikan puluhan miliar dollar lebih dalam pembiayaan 
infrastuktur ke wilayah itu, dan secara pribadi dipimpin oleh Xi Jinping.
129
 Gerakan-
gerakan soft power yang datang ditengah-tengah langkah agresif Tiongkok di Laut Cina 
Selatan, membuktikan bahwa Tiongkok berusaha menunjukkan manfaat kerjasama 
melawan latar belakang mencolok dari potensi konflik.
130
 Dan membutktikan bahwa 
Tiongkok tidak hanya menggunakan cara agresif untuk mencapai kepentingan 
nasionalnya. 
  Yang sangat membedakan Xi Jinping dengan pemimpin Tiongkok yang lain adalah 
kesediaannya untuk menggunakan instrumen negara, dari aset militer hingga intimidasi 
ekonomi, serta imbalan ekonomi yang ditunjukkan secara eksplisit untuk mengejar 
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 Meskipun Tiongkok telah menggunakan instrument 
geoekonomi selama lebih dari 15 tahun, kepemimpinan saat ini lebih mengandalakan 
kekayaan, dan menunjukkan kepentingannya secara tegas untuk secara bersamaan 
mendorong kerjasama dengan menghukum secara keras. Namun secara umum, kebijakan 
Xi Jinping dicirikan oleh penindasan atas isu-isu teritorial dan lebih selektif pada 




 Namun ditengah keterbukaan politik luar negerinya, Tiongkok masih merupakan 
negara dengan sistem politik yang tertutup. Hal ini ditandai dengan ada satu partai yang 
dominan yaitu CCP. Sistem politik tertutup yang dianut oleh Tiongkok membuat Xi 
Jinping sebagai Kepala negara memiliki otoritas “ultimate decision”, yang mana 
keputusan yang dikeluarkannya tidak bisa diganggu gugat.
133
 Selain itu Xi Jinping juga 
merupakan pemimpin yang paling powerful sejak masa pemerintahan Deng Xiaoping. 
Dengan otoritasnnya yang melampaui batas, Xi Jinping mengakhiri kepemimpinan 
kolektif dan konsesual yang telah dilakukan oleh Tiongkok, Ia memarjinalkan birokrasi 




 Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa seorang pengambil keputusan yang 
dalam hal ini adalah presiden Xi Jinping adalah salah satu faktor yang mempengaruhi 
Tiongkok dalam mengambil keputusan untuk memberikan sanksi kepada Korea Selatan. 
Posisi Xi Jinping sebagai Presiden, yang memiliki otoritas penuh dalam mengambil 
keputusan politik luar negeri Tiongkok, telah membentuk perilaku politik luar negeri 
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Tiongkok sebagai sebuah negara. Sehingga dalam negara dengan sistem politik tertutup, 
yang dalam hal ini merupakan Tiongkok, seorang Presiden sebagai pengambil keputusan 
memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk keputusan maupun kebijakan 
politik luar negeri sebuah negara. Selain itu faktor ini sangat berpengaruh dilihat dari 
pola pengambilan keputusan, yang bisa dilihat perilaku politik Xi Jinping yang 
mengandalkan ekonomi sebagai alat politik luar negeri, juga merupakan pengaruh yang 
membawa Tiongkok cenderung memberikan sanksi ekonomi kepada negara lain, 
ketimbang mengeluarkan keputusan yang bukan menjadi ciri khasnya.  
5.2  Economy and Military Factors 
 Faktor ekonomi dan militer merupakan faktor yang berkaitan satu sama lain, yang 
menyangkut kondisi ekonomi dan militer dalam negeri. Di dalam bukunya, Coplin 
menjelaskan sejarah perkembangan kondisi ekonomi dan militer negara, yang dimaksudkan 
untuk melihat sejauh mana sektor ekonomi dan militer saling berkaitan. Coplin menjelaskan 
bahwa seorang pengambil keputusan harus menyeimbangkan komitmen dan kemampuan 
dengan memahami keterbatasan-keterbatasannya dan negaranya, yang dikaitkan oleh kondisi-
kondisi ekonomi dan militer.
135
 Oleh karena itu kondisi ekonomi dan militer sebuah negara 
akan menjadi salah satu faktor yanng dapat mempengaruhi seorang pengambil keputusan 
dalam menentukan politik luar negeri. Seperti yang dikemukakan Coplin, dalam kasus ini 
faktor ekonomi akan diukur ke dalam dua indikator, yaitu: (1) kapasitas produksi barang dan 
jasa; (2) kebergantungan pada perdagangan dan finansial internasional. 
 5.2.1 Kapasitas Produksi Barang dan Jasa 
Pada variabel ini Coplin menjelaskan bahwa negara yang dapat memenuhi 
kapasitas produksi barang dan jasanya merupakan negara yang berhasil memenuhi 
kebutuhan ekonomi masyarakatnya. Semakin tinggi pendapatan negara, maka 
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semakin besar kemungkinan kondisi ekonomi menjadi salah satu faktor yang 
berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Coplin berpendapat bahwa negara yang 
tingkat industrinya tinggi cenderung memiliki kekuatan militer yang kuat, sehingga 
jumlah GNP (Gross National Product) dapat melihat seberapa tinggi kondisi ekonomi 
sebuah negara. 
Tiongkok merupakan negara terbesar kedua setelah Amerika Serikat, yang 
ekonominya lebih besar dari Jepang dan Jerman dalam hal Purchasing Power Party 
(PPP) yang memperhitungkan nilai komparatif uang diberbagai negara. Tiongkok 
sudah memiliki ekonomi terbesar di dunia.
136
 Tiongkok merupakan negara kedua 
terkaya diantara negara-negara yang tergabung dalam G-20, dan satu-satunya negara 
didunia yang dapat memimpin perekonomian.
137
 Pada tahun 2013 dimasa 
pemerintahan Tiongkok yang baru, Xi Jinping tidak mengadakan reformasi ekonomi 
yang signifikan. Xi memusatkan kekuasaannya, menggulingkan musuh-musuh politik 
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Dalam grafik tersebut dapat lihat bahwa Amerika Serikat dan Tiongkok yang menjadi 
dua negara terbesar dunia saling melampaui satu sama lain. Namun perkembangan 
grafik annual growth Tiongkok dinilai lebih stabil dibandingkan negara besar lainnya, 
terutama Amerika Serikat dan lebih stabil dalam beberapa tahun terakhir. 
Pendapatan nasional perkapita juga meningkat ditahun dari tahun 2013-2015, 
hal ini dapat dilihat dari Gross National Product (GNP). GNP adalah nilai pendapatan 
barang dan jasa sebuah negara yang dihasilkan oleh warga negaranya, baik yang 
berada di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri.
140
 Berikut ini adalah grafik 
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Pada grafik tersebut diatas terlihat bahwa pendapatan negara Tiongkok yang 
dihitung dari GNP terus meningkat. Pada tahun 2015, GNP Tiongkok yang 
merupakan pendapatan nasional hapir mencapai 675.000 CNY. Berarti hal tersebut 
membuktikan bahwa jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan Tiongkok 
meningkat setiap tahunnya.  




Gambar grafik diatas merupakan tingkat pengangguran di Tiongkok mulai tahun 2010 
dan prediksi tingkat pengangguran hingga 2021. Grafik tersebut juga menunjukan 
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bahwa tingkat pengangguran di Tiongkok stabil. Yang berarti pengangguran tidak 
terus bertambah. Data-data diatas menunjukkan bahwa Tiongkok merupakan negara 
yang terus besar dan terus berkembang.  
 Dengan besar pendapatan masing-masing penduduknya yang demikian, 
Tiongkok dinilai sebagai negara yang telah mampu memenuhi kebutuhan ekonomi 
masyarakatnya. Terlebih lagi peringkat Tiongkok yang tergolong tinggi dibandingkan 
negara lainnya, terumata dari Korea Selatan. Sehingga dengan keadaan ekonomi yang 
mumpuni Tiongkok dapat dengan mudah menjatuhkan sanksi ekonomi kepada negara 
yang tidak sepaham dengannya, dalam hal ini adalah Korsel.  
 Sedangkan Korsel sendiri merupakan negara yang perekonomiannya banyak 
bergantung dengan perdagangan luar negerinya, terutama dari Tiongkok. Tiongkok 
menjadi partener dagang nomor satu bagi Korsel. Dengan demikian, jika Tiongkok 
kemudian memutus tali dagang dengan Korsel, Korsel akan kehilangan sumber 
pendapatannya. Dan hal tersebut membuat Korsel akan menyesuaikan tindakan luar 
negerinya dengan kepentingan nasional Tiongkok. Dengan pemikiran yang demikan, 
kemungkinan Tiongkok menjatuhkan keputusan untuk melaksanakan sanksi ekonomi 
kepada Korsel akan semakin besar. 
 Berdasarkan kondisi ekonomi dalam negeri Tiongkok tersebut, kita dapat 
melihat bahwa Tiongkok merupakan negara yang menanggung hutang yang besar, 
hingga negara harus mengeluarkan cadangan ekonominya. Dalam upaya mengatasi 
hutang tersebut Tiongkok membuka ekspor, agar pendapatannya dapat menutupi 
hutang. Namun hal tersebut tidak serta merta mendukung keputusan Tiongkok 




















 Dalam hal ini penulis tidak menemukan data yang berkaitan langsung antara 
hutang yang ditanggung dengan pemberian sanksi ekonomi oleh Tiongkok kepada 
Korsel. Coplin berpendapat bahwa negara akan mengambil langkah-langkah tertentu 
ketika negaranya berada dalam kesulitan pembayaran hutang luar negeri, yang salah 
satunya adalah dengan mengekang pengeluaran luar negeri.
143
 Namun dalam kasus ini 
tidak ada tindakan dari pemerintah Tiongkok yang berindikasi untuk mengekang 
pengeluaran luar negeri. Oleh karena itu indikator ini tidak mendukung pemerintah 
Tiongkok dalam mengambil keputusan sanksi ekonomi kepada Korsel pada tahun 
2016-2017. 
5.2.3 Kebergantungan Pada Perdagangan dan Finansial Internasional 
 Indikator kedua yang dapat menentukan kekuatan dan kelemahan ekonomi 
suatu negara adalah kebergantungan negara pada perdagangan dan finansial 
internasional. Menurut Coplin kekuatan dan kelemahan sebuah negara dapat dilihat 
bagaimana sebuah negara dapat mengatasi kesulitannya dalam memenuhi kewajiban 
internasionalnya dengan membayar hutang-hutang luar negerinya, sehingga negara 
tersebut tidak harus mengeluarkan cadangannya. Dalam hal ini penulis akan melihat 
kebergantungan Tiongkok pada hubungan perekonomiannya dengan negara lainnya, 
melalui besarnya jumlah ekspor-impor Tiongkok pada tahun 2013-2016. 
 Tiongkok mulai bergabung dengan World Trade Organizations (WTO) pada 
tahun 2001, hal ini membuktikan bahwa Tiongkok meulai membuka jalur 
perdagangannya kepada internasional. Hubungan ekonomi Tiongkok dan Korsel 
sangat erat walaupun terlambat 20 tahun dibandingkan hubungan Tiongkok dengan 
Jepang. Setelah normalisasi, pada tahun 1992 Tiongkok dan Korsel mulai mengakui 
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 Tiongkok, Korsel bersama dengan Jepang 
memiliki hubungan ekonomi yang dekat, namun hubungan ekonomi yang dekat tidak 
membuat negara-negara tersebut saling ketergantungan.  
 Daripada hubungan yang saling bergantung, Tiongkok, Korsel dan Jepang 
lebih melihat sati sama lain sebagai kompetitor. Tiongkok secara bertahap mendaki 
kepuncak rantai perdagangan internasional untuk mengejar ketinggalan, yang pada 
akhirnya menyusul Jepang dan Korea disektor-sektor individu.
145
  





Dalam garafik tersebut kita dapat lihat bahwa Tiongkok tidak menggantungkan 
perdagangannya pada Jepang dan Korsel, yang terlihat lebih besar nilai 
perdagangannya pada negara lain selain Korsel dan Jepang. Sehingga membuat kedua 
negara tersebut bukan negara yang menjadi tujuan utama perdagangan internasional 
Tiongkok sejak tahun 1995. Namun pada akhir awal tahun, ketiga negara tersebut 
memutuskan untuk saling bekerjasama. 
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 Pada masa transisi kepemimpinan, Tiongkok mengalami fluktuasi 
perdagangan yang signifikan. Perdagangannya mengalami surplus mencapai 56.7% 
dari tahun sebelumnya. 





Yang menjadikan Tiongkok sebagai negara kedua dengan ekonomi terbesar didunia 
setelah AS. Namun, pada tahun 2015, ekspor-impor Tiongkok mengalami penurunan 
dengan total volume 24.59 trilliun CNY.
148
 Menurut General Administration Custom 
Tiongkok ekspor Tiongkok menurun sebesar 4,4% diangka 14.14 trilliun CNY, 
sedangkan jumlah impor juga menurun sebesar 20,4% pada tahun 2015 sebesar 10.45 
trilliun CNY.
149
 Namun demikian Tiongkok masih menduduki negara kedua dengan 
jumlah ekspor-impor terbesar setelah AS.  
 Disamping pendapatannya melalui ekspor-impor, Tiongkok juga menanggung 
hutang luar negeri yang besar. Pada tahun 2015, total hutang Tiongkok adalah dua 
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kali lipat dari jumlah GDP nasionalnya. Hutang negara mengembang hampir 250% 
dari total GDP, pinjaman Tiongkok mencapai 168.48 tirillun yuan diakhir tahun 
2015.
150
 Hutang tersebut dihasilkan oleh state-owned enterprises (SOEs) atau 
perusahaan milik negara, dan hutang tersebut kemudian menjadi tanggung jawab 
pemerintah lokal Tiongkok.
151
 Hal yang paling mengkhawatirkan terletak pada sektor 
kooperasi non-financial, yang pada akhirnya dapat memicu resiko sistemik karena 
banyak perusahaan milik negara yang meminjam dari bank-bank pemerintah.  
 Menurut Coplin kondisi ini termasuk klasifikasi negara menurut masalah-
masalah yang dihadapi dalam menghindari neraca pembayaran yang tidak 
menguntungkan. Dan dalam hal ini Tiongkok termasuk kedalam kelompok negara 
keempat, yang terdiri atas negara-negara yang mengalami kesulitan dalam neraca 
pembayaran akibat keterlibatannya dalam kegiatan luar negeri.
152
 Walaupun 
pendapatan ekspornya tinggi, namun kegiatan luar negeri seperti investasi yang besar, 
bantuan luar negeri dan komitmen militer, membuat negara mengalami kesulitan 
dalam pembanyaran hutang.   
 Berdasarkan kondisi ekonomi dalam negeri Tiongkok tersebut, kita dapat 
melihat bahwa Tiongkok merupakan negara yang menanggung hutang yang besar, 
hingga negara harus mengeluarkan cadangan ekonominya. Dalam upaya mengatasi 
hutang tersebut Tiongkok membuka ekspor, agar pendapatannya dapat menutupi 
hutang. Namun hal tersebut tidak serta merta mendukung keputusan Tiongkok 
memilih sanksi ekonomi sebagai jalan keluar. 
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 Dalam hal ini penulis tidak menemukan data yang berkaitan langsung antara 
hutang yang ditanggung dengan pemberian sanksi ekonomi oleh Tiongkok kepada 
Korsel. Coplin berpendapat bahwa negara akan mengambil langkah-langkah tertentu 
ketika negaranya berada dalam kesulitan pembayaran hutang luar negeri, yang salah 
satunya adalah dengan mengekang pengeluaran luar negeri.
153
 Namun dalam kasus ini 
tidak ada tindakan dari pemerintah Tiongkok yang berindikasi untuk mengekang 
pengeluaran luar negeri. Oleh karena itu indikator ini tidak mendukung pemerintah 
Tiongkok dalam mengambil keputusan sanksi ekonomi kepada Korsel pada tahun 
2016-2017. 
5.2.3 Kapasitas Penggunaan Militer 
 Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa kemampuan ekonomi dan 
militer negara saling berkesinambungan satu sama lain. Namun untuk mengukur 
tingkat kemampuan militer negara, Coplin juga menjelaskan beberapa indikator yang 
dapat digunakan secara akurat untuk mengukur kelemahan dan kekuatan militer. 
Yang salah satunya adalah kapasitas penggunaan militer negara. Coplin berpendapat 
bahwa semakin tinggi jumlah GNP suatu negara, maka semakin tinggi pula 
kemampuan negara untuk menciptakan kekuatan militer, terutama untuk jangka 
panjang.
154
 Dalam indikator ini penulis akan melihat anggaran dana yang dikeluarkan 
oleh pemerintah Tiongkok untuk kebutuhan militer pada tahun 2013-2016. 
Pengeluaran negara untuk memenuhi kebutuhan militernya sangatlah penting, hal ini 
dikarenakan pertahanan negara menjadi bidang yang membuat negara merasa aman 
dari ancaman negara lain. 
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 Coplin menjelaskan bahwa negara-negara dengan GNP yang tinggi, pada 
waktu tertentu secara militer mungkin tidak kuat, karena negara tersebut memilih 
menggunakan kebanyakan sumber daya mereka untuk barang konsumsi alih-alih 
barang keperluan militer.
155
 Namun Tiongkok bukan termasuk negara yang tidak 
mengeluarkan anggarannya untuk keperluan militer. Hal ini dapat terbukti dengan 
Tiongkok yang berhasil masuk ke dalam 15 negara dengan pengeluaran terbesar 
didunia pada tahun 2016, yang mana pada tahun tersebut Tiongkok menduduki 
peringkat kedua setelah AS dan diikuti Russia serta India.
156
 Pada periode tahun 
2007-2016, Tiongkok memiliki pertumbuhan dalam pengeluaran untuk kebutuhan 
militer, yang mana naik sebesar 118%.
157
 
 Pada tahun 2015, Tiongkok menggunakan anggaran untuk pengeluaran 
kebutuhan militer yang naik sebesar 7,4%.
158
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Sedangkan pada tahun 2013, anggaran militer Tiongkok naik sebesar 10,7% pada 
nilai 114.3 billion USD. Anggaran tersebut digunakan untuk meningkatkan standar 
kehidupan dan kondisi pelatihan bagi para pasukan, mendukung perkembangan dan 




 Seperti yang dikatakan Coplin dalam bukunya, bahwa negara mempunyai 
kemampuan menghancurkan dan kemampuan mobilitas pasukan.
161
 Kebanyakan 
negara memiliki salah satu dari kemampuan tersebut dan Tiongkok merupakan negara 
dengan kemampuan mobilitas pasukan yang baik. Hal tersebut dapat terlihat dari 
perbandingan jumlah pasukan Tiongkok dan AS yang notabene merupakan dua 
negara yang masuk dalam 5 negara suplier terbesar didunia.  





Dalam komparasi kapasistas militer antara Tiongkok dan AS tersebut dapat kita lihat 
bahwa Tiongkok memiliki kemampuan militer yang lebih kuat diwilayah daratan. Hal 
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ini juga dapat dibuktikan bahwa Tiongkok memiliki kemampuan yang tinggi dalam 
penyerangan jarak dekat, jika dibandingan dengan AS. 
 Dilihat dari anggaran dana dan pengalokasian anggaran militer negara, 
Tiongkok lebih memprioritaskan kemampuan militer jarak dekat. Hal ini terlihat dari 
rencana Xi jiping untuk memperbaharui kemampuan Tiongkok dengan reformasi 
PLA, yang tercantum pada China Strategic 2015 White paper. Keputusan 
pengalokasian juga merupakan komitmen rakyat, terutama pemerintah Tiongkok 
untuk mengalihkan sumber daya ekonomi kepada pengembangan kekuatan militer, 
yang menurut Coplin merupakan syarat utama dalam membangun kapabilitas militer. 
Sehingga, pengalokasian anggaran militer yang dilakukan Tiongkok, yang lebih 
cenderung untuk menggunakan kekuatan militer jarak dekat, membuat Tiongkok 
menghindari keputusan untuk menggunakan militer sebagai respon terhadap tindakan 
Korsel. Keputusan pengalokasian anggaran tersebut kemudian membuat Tiongkok 
tidak memiliki kapasitas militer yang serupa dengan Korsel.  
 Dari data yang tertera diatas, kita dapat melihat bahwa Tiongkok 
menggunakan kekuatan militer dengan baik. Tiongkok juga tidak segan-segan untuk 
mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan militer, hal ini berbeda dengan pendapat 
Coplin yang mengatakan bahwa negara yang memiliki GNP besar lebih cenderung 
menghabiskan anggaran untuk kebutuhan konsumsi barang lain. Dari fakta tersebut 
sebenarnya Tiongkok mampu menggunakan kemampuan militer untuk merespon 
tindakan Korsel yang mengembangan THAAD. Namun kenyataannya Tiongkok 
menggunakan cara ekonomi, yang dianggap lebih efektif. Berarti indikator kapasitas 
penggunaan militer ini tidak dapat menjawab alasan mengapa Tiongkok lebih 




















itu, indikator ini dinilai tidak mempengaruhi keputusan Tiongkok dalam pengambilan 
keputusan pemberian sanksi kepada Korsel pada tahun 2016-2017. 
5.2.4 Tingkat kebergantungan pada sumber-sumber militer luar negeri. 
Pada variabel ini kita akan melihat apakah Tiongkok bergantung pada sumber 
militer luar negeri. dengan melihat dari adanya aliansi militer dengan Korsel pada 
tahun 2013-2016. Hal tersebut dapat kita lihat dari kegiatan ekspor-impor antara 
kedua negara memiliki pengaruh besar terhadap pengambilan keputusan luar negeri 
Tiongkok kepada Korsel. semakin besar jumlah ekspor-impir antara Tiongkok dan 
Korsel, maka semakin besar pula kebergantungan kedua negara. 
Tiongkok telah menjadi suplier senjata yang melakukan transaksi senjata sejak tahun 
1980. Faktor jangkauan menentukan ruang lingkup dan skala penjualan senjata 
Tiongkok, seperti halnya komoditas lainnya. Penjualan senjata Tiongkok adalah hasil 
dari kombinasi faktor sisi penawaran dan permintaan. Sisi penawaran Tiongkok 
termasuk keinginan pemerintah untuk membangun hubungan politik dengan negara 
penerima, upaya untuk menggunakan negara penerima sebagai penyeimbang lawan 
yang strategis, dan konsiderasi murni untuk urusan komersial.
163
 
Sejak tahun 2013, nilai ekspor militer Tiongkok telah melampaui akuisisi luar 
negerinya. Dan antara tahun 2008-2017, Tiongkok mengekspor senjata konvensional 
yang bernilai 14.4 milliar USD ke seluruh dunia menjadikan dirinya masuk dalam 5 
negara pemasok senjata militer terbesar.
164
 Volume transfer internasional senjata 
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Dalam grafik diatas kita dapat melihat bahwa transfer senjata di wilayah internasional 
pada tahun 2015 sedang meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. 
Sedangkan pada tahun 2015, Tiongkok berhasil masuk dalam 5 negara ekspor-impor 
terbesar di dunia. Pada bidang ekspor senjata, Tiongkok menempati peringkat ke-3 
setelah AS dan Russia. Ssama halnya dibidang impor senjata, Tiongkok menempati 
peringkat ke-3 setelah India dan Arab Saudi.
167
 
  Pada periode tahun 2011-2015, Sipri mengidentifikasi 58 negara eksportir 
senjata utama, dan 5 negara eksportir terbesar tersebut bertanggung jawab atas 
pasokan 74% dari jumlah total ekspor senjata didunia. 
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Tabel 2: Peringkat Negara Ekspor Senjata Beserta Negara pemasok dan Negara 




Tabel 3: Peringkat Negara Impor Senjata Beserta Negara Pemasok dan Negara 




Pada tahun 2015, kegiatan ekspor senjata Tiongkok meningkat sebanyak 88% 
jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, pada masa ini Tiongkok memasok 
senjata utama ke 37 negara.
170
 Sedangkan pada bidang impor, Tiongkok mengalami 
penurunan sebesar 25% dibandingkan dengan periode sebelumnya. Namun walaupun 
demikian, Tiongkok masih masuk dalam 5 negara importir terbesar, karena Tiongkok 
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masih harus memperhitungkan beberapa komponen seperti transportasi aircraft dan 
helikopter, komponen mesin untuk aircraft, serta mesin dan kapal.
171
 
 Pada tabel diatas kita dapat melihat bahwa Korsel bukanlah negara tujuan 
Tiongkok untuk melakukan kegiatan jual beli senjata. Seperti yang dikemukakan oleh 
Coplin bahwa makin bergantung suatu negara pada sumber militer luat negeri untuk 
menunjang kekuatan angkatan bersenjatanya, maka semakinc rawan pula negara 
tersebut terhadap kendala-kendala dari luar.
172
 Menurut Coplin, negara importer 
memiliki kecenderungan lebih besar dalam kebergantungan akan pasokan senjata. 
Karena perlengkapan militer lebih dari sekedar pengadaan perlengkapan itu sendiri, 
namun juga menyangkut pengadaan suku cadang, pemeliharaan dan penggunaan 
penasihat asing untuk menggunakan perlengkapan militer yang tepat. Oleh karena itu 
negara importir bergantung pada negara pemasok senjata untuk memenuhi senjata 
siap pakainya. Sedangkan negara eksportir dinilai lebih dapat mengontrol negara 
pembeli, walaupun negara ekspor masih harus bergantung pada negara lain mengenai 
pengadaan bahan mentah dan dukungan logistik. 
 Tiongkok merupakan negara importir senjata, Tiongkok merupakan negara 
pemasok senjata terbesar yang bertanggung jawab atas pasokan senjata di 37 negara. 
Oleh karena itu, kontrol Tiongkok terhadap persediaan senjata lebih besar 
dibandingkan kebutuhannya terhadap kelengkapan senjata. Hal ini menunjukkan 
bahwa Tiongkok bukan negara yang rawan dengan kendala-kendala internasional, 
karena Tiongkok tidak bergantung pada negara lain untuk menunjang kekuatan 
angkatan bersenjatanya. Sehingga dalam hal ini, penulis berpendapat bahwa Tiongkok 
tidak memiliki kebergantungan terhadap sumber militer luar negeri. 
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 Pada indikator ini, faktor militer tidak memberikan pengaruh yang dominan 
terhadap keputusan Tiongkok dalam memberikan sanksi ekonomi kepada Korsel. Hal 
tersebut disebabkan karena rendahnya tingkat kebergantungan militer Tiongkok pada 
sumber-sumber militer luar negeri, dan bahkan tidak terlihat Tiongkok memiliki 
transaksi militer dengan Korsel. Oleh karena itu indikator ini tidak mendukung faktor 
militer untuk mempengaruhi keputusan Tiongkok untuk lebih memilih memberikan 
sanksi ekonomi kepada Korsel daripada menggunakan cara yang lain. 
5.2.5 Ketidakstabilan Internal dan Kemampuan Militer 
 Pada indikator ini kemampuan militer negara yang mumpuni adalah peran 
militer yang dapat melindungi negara dari serangan negara lain, maupun untuk 
mencegah terjadinya kerusuhan sosial dan politik dalam negeri. Kemampuan militer 
negara yang demikian penting untuk melindungi rezim pemerintah dan untuk 
menghindarinya dari kehancuran.
173
 Tanpa militer yang kuat, sebuah negara tidak 
akan bisa aman maupun kuat. Maka dari itu, prinsip militer yang sejalan dengan rezim 
pemerintahan akan menjadikan negara tersebut ama dari ancaman dan serangan. Oleh 
karena itu penting pula bagi militer Tiongkok untuk mengikuti rezim pemerintah. 
 Chinese People’s Liberation Army (PLA) merupakan bagian dari pasukan 
bersenjata milik Tiongkok, yang dibentuk di daerah Nanchang, Provinsi Jiangxi pada 
1 Agustus 1927.
174
 PLA terdiri dari PLA Army (PLAA), PLA Navy (PLAN), PLA Air 
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Pada China Strategic 2015 White paper,  terdapat beberapa tugas yang akan 




1. Untuk menyelesaikan keadaan darurat dan ancaman militer yang luas, 
menjaga secara efektif kedaulatan dan keamanan teritorial darat, udara dan 
laut Tiongkok. 
2. Dengan tegas melindugi unifikasi tanah air 
3. Melindungi keamanan dan kepentingan Tiongkok di wilayah baru. 
4. Melindungi keamanan  dan kepentingan luar ngeri Tiongkok 
5. Untuk mempertahankan strategi dan melakukan serangan balik nuklir 
6. Untuk berpartisipasi dalam kooperasi keamanan regional dan internasional, 
dan mempertahankan perdamaian dunia. 
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7. Untuk memperkuat upaya dalam operasi melawan infiltrasi, separatisme dan 
terorisme, serta untuk menjaga keamanan politik dan kemampuan sosial 
Tiongkok. 
8. Untuk melakukan tugas seperti penyelematan darurat dan bantuan bencana, 
perlindungan hak dan kepentingan, tugas jaga, dan dukungan untuk 
pembangunan ekonomi sosial nasional.  
8 tugas tersebut tercantum dalam strategi yang akan dilakukan oleh Tiongkok 
hingga masa yang akan datang. Tugas tersebut dilakukan untuk memenuhi tujuan 
PLA sebagai pasukan bersenjata di Tiongkok. White paper pertahanan tersebut dirilis 
pada Mei 2015, yang mana hal tersebut adalah pembaharuan rutin yang dilakukan 2 
tahun sekali sejak tahun 1998.
178
 
Pada tahun 2015, kepemimpinan tertinggi Tiongkok mengumumkan rencana 
untuk menginisiasi reformasi PLA yang paling signifikan setidaknya dalam 3 dekade 
terakhir. PLA memperbaharui strategi tingkat tinggi, rencana dan kebijakan yang 
mencerminkan niatnya untuk merubah diri menjadi lebih fleksibel dan menjadi 
pasukan tangguh yang mampu melakukan operasi gabungan yang lebih maju untuk 
bertarung dan memenangkan “informationized local wars”.
179
 Reformasi tersebut 
dilakukan untuk memperkuat kontrol CCP terhadap militer, menambah kemampuan 
PLA dalam menjalankan operasi bersama, dan mengimprovisasi kemampuan fight 
short-duration, menghindari intensitas tinggi konflik regional dari tanah air.
180
   
Reformasi pada tahun 2015 tersebut merupakan reformasi terbesar dalam bidang 
militer oleh Tiongkok setelah Xi Jinping menjabat sebagai Presiden. CCP sebagai 
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partai terbesar Tiongkok yang menguasai hampir seluruh lembaga pemerintahan 
Tiongkok, menjadi alasan reformasi tersebut agar bisa mencapai tujuan negara. 
Pemimpin Tiongkok telah menandai modernisasi PLA sebagai hal penting untuk 
mencapai status kekuatan besar dan apa yang disebut Presiden Xi Jinping sebagai 
“China Dream”, serta sebagai peremajaan nasional. 
Untuk memenuhi kepentingan nasional tersebut maka angkatan bersenjata 
Tiongkok akan dengan teguh mematuhi prinsip kepemimpinan mutlak CCP, 
menjunjung tinggi efektifitas tempur sebagai satu-satunya dan standar dasar, 
melanjutkan tradisi mulia mereka, dan bekerja membangun diri menjadi militer rakyat 
yang mengikuti perintah CCP, serta dapat berjuang dan menang terlebih lagi dapat 
menawarkan kinerja yang lebih baik.
181
 Reformasi militer yang dilakukan tersebut 
diharapkan dapat menimbulkan kemakmuran, kekuatan, demokrasi, kemajuan budaya  
dan harmonisasi pada masyarakat hingga tahun 2049 pada saat Tiongkok merayakan 
hari jadinya yang ke-100. Mencapai tujuan yang demikian adalah “China Dream” 
untuk membuat Tiongkok menjadi negara yang kuat, dan PLA melaksanakannya. 
Dari reformasi militer yang terjadi pada tahun 2015 tersebut kita dapat 
mengetahui bahwa kekuatan militer Tiongkok bekerja dibawah perintah pimpinan 
negara, setidaknya dalam beberapa tahun yang akan datang. Hal ini kemudian 
menjadikan faktor ini memiliki pengaruh yang sangat penting dalam pembuatan 
keputusan. Reformasi militer yang dilakukan membuat kekuatan militer Tiongkok 
tunduk pada perintah dan rezim pemerintahannya, yang mana hal ini menjamin 
adanya stabilitas internal. Selain itu, reformasi tersebut dirancang hingga tahun 2049 
yang menunjukkan bahwa pada tahun 2016 pun, stabilitas internal akan tetap terjamin. 
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Oleh karena stabilitas internal dan kemampuan militer yang terjamin, maka 
kemungkinan terjadinya konflik internal bahkan kehancuran pemerintahan sangat 
kecil. Militer yang mendukung rezim pemerintah  mempengaruhi pembuat keputusan 
untuk lebih berani mengambil keputusan luar negeri, karena dengan militer yang 
mendukung pemerintah maka militer tersebut juga telah siap dengan resiko dari 
keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah. Kondisi militer dalam negeri 
Tiongkok yang stabil serta didukung kemampuan militernya yang mendukung rezim 
pemerintah, menjadikan negara ini sanggup untuk mengeluarkan keputusan yang 
dengan menggunakan kekuatan militer sebagai alat politik luar negerinya. Namun 
dalam kasus ini, Tiongkok lebih memilih untuk menggunakan ekonomi sebagai alat 
politik luar negerinya. Sehingga indikator kondisi stabilitas internal dan kemampuan 
militer yang mendukung rezim pemerintah tidak dapat menjawab alasan Tiongkok 
lebih memilih sanksi ekonom sebagai tindakan politik luar negerinya dibandingkan 
dengan cara yang lain. Oleh karena itu indikator ini tidak mendukung faktor militer 
untuk mempengaruhi keputusan Tiongkok dalam memberikan sanksi ekonomi kepada 
Korsel tahun 2016-2017. 
5.3 International Context 
 Keadaan internasional menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi negara 
untuk mengambil suatu keputusan. Dalam variabel ini penulis akan menjelaskan mengenai 
bagaimana indikator ini dapat menjadi alasan untuk mempengaruhi maupun tidak 
mempengaruhi keputusan Tiongkok memilih sanksi ekonomi sebagai tindakan politik luar 
negeri untuk memberikan respon kepada Korsel mengenai pengembangan THAAD. Dalam 
variabel ini pula penulis akan menjelaskan indikator yang menjadikan international context 
penting untuk diteliti. Tiga indikator tersebut adalah keterkaitan geografis, hubungan 




















5.3.1 Keterkaitan geografis 
Letak geografis menjadi salah satu tolok ukut faktor international context atau 
keadaan internasional sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi proses 
pengambilan keputusan oleh Tiongkok. Seperti yang dikemukakan oleh Coplin, 
bahwa kebutusan geografis merupakan kebutuhan geopolitik yang juga adalah upaya 
negara untuk memperluas wilayahnya.
182
 Perilaku negara dan pengambilan keputusan 
negara yang berbatasan langsung melalui darat akan berbeda dengan negara yang 
berbatasan langsung melalui laut. Pada tolok ukur ini, penulis akan menjelaskan 
kedekatan Tiongkok dengan Korsel melalui pandangan geografis, serta upaya 
geopolitik yang dilakukan oleh Tiongkok kepada Korsel. 
Tiongkok merupakan negara yang berdiri pada tahun 1949 setelah partai 
komunis mengalahkan Nationalist Kuomintang.
183
 Luas wilayah Tiongkok adalah 
9.596.961 km², dengan letak astronomi antara 18º LU - 54ºLU dan 73º BT - 135º 
BT.
184
 Tiongkok terletak di wilayah Asia Timur, yang berbatasan langsung dengan 
Laut China Timur, teluk Korea, Laut Kuning, dan Laut China Selatan.
185
 Tiongkok 
tidak berbatasan daratan langsung dengan Korsel namun melalui laut, yaitu melalui 
Laut China Timur dan Teluk Korea. Kedekatan geografis berhubungan dengan 
perdagangan antar negara, beberapa kondisi gografis masih merupakan bagian yang 
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Kedekatan geografis tersbut memicu Tiongkok untuk segera mengambil keputusan, 
hal ini terkait dengan posisi geografis Tiongkok yang merasa terancam akan cara 
kerja THAAD yang melewati batas. Walaupun tidak berdekatakan langsung lewat 
darat, THAAD yang menurut Korsel dibangun untuk memberikan respon kepada 
senjata nuklir Korut, memberikan kekhawatiran tersendiri bagi Tiongkok. 
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Dari gambar diatas kita dapat melihat bahwa jangkauan THAAD hingga 2000km, hal 
tersebut memicu asumsi Tiongkok yang berpendapat bahwa THAAD dapat digunakan 
oleh Korsel dan AS untuk memata-matai aktivitas militer milik Tiongkok yang 
rahasia.
189
 THAAD diinstalasi oleh Korsel di lapangan luas yang dahulunya 
digunakan untuk lapangan golf milik Lotte, didaerah Seongju.
190
 Pendapat yang 
dikeluarkan Tiongkok mengenai cara kerja radar THAAD, memperkuat alasannya 
untuk tidak setuju dengan pengembangan THAAD di Korsel, terutama di wilayah 
regional Asia Timur. 
Dalam bukunya, Coplin juga menjelaskan bahwa kedekatan geografis 
berhubungan dengan perdagangan antar negara, beberapa kondisi geografis masih 
merupakan bagian yang konstan dari keputusan-keputusan politik luar negeri.
191
 
Tiongkok merupakan negara yang termasuk baru dalam memberikan pengaruh pada 
ranah global. Namun upayanya untuk “memperluas wilayah” sedikit demi sedikit 
mulai terlihat. Beberapa negara mulai khawatir bahwa kekuatan Tiongkok dapat 
menyaingi hegemoni AS dengan performa ekonomi Tiongkok yang meningkat sejak 
tahun 1970 hingga rata-rata naik 10%, yang mana hal tersebut telah melampaui 
Korsel dan Jepang yang disebut “economic miracle”.
192
 Hal ini juga sejalan dengan 
tujuan Xi Jinping sebagai kepada negara, untuk membawa Tiongkok menjadi pusat 
kegiatan internasional. 
Untuk mewujudkan hal-hal tersebut, maka Tiongkok membutuhkan relasi 
yang baik dengan berbagai negara termasuk Korea. Hubungan yang baik antar negara 
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akan sangat menguntungkan bagi kedua negara, dan negara-negara sekitarnya. Korsel 
menjadi negara yang sangat strategis untuk diajak bekerjasama, apalagi untuk 
Tiongkok yang baru akan memuali perluasan pengaruhnya ke ranah internasional. 
Bagi dunia internasional, Korsel merupakan negara yang tengah mengalami 
peningkatan power, karena selain berpartisipasi dalam keamanan internasional, Korsel 
juga mendapat kesempatan untuk memperluas ekonominya, paling tidak untuk 
meningkatkan kedudukan internasionalnya.
193
 Hal tersebut didukung pula dengan 
kedekatan letak geografis kedua negara. Oleh karena itu, Tiongkok membutuhkan 
situasi hubungan yang stabil dalam lingkungan regionalnya.  
Dalam hal ini, Tiongkok tidak menyetujui THAAD karena dirasa akan 
membangkitkan arm race dalam lingkungan regional. Hal ini diungkapkan oleh Wang 
Qun sebagai Director-General of Arms Control Departement in China’s Ministry of 
Foreign Affairs dalam pidatonya kepada UN.
194
 Oleh karena itu hal ini memicu 
Tiongkok untuk memilih keputusan lain, karena beranggapan dengan militer akan 
membahayakan stabilitas keamanan regional, dan meninmbulkan arm race. Maka dari 
itu, indikator keterkaitan geografis mendukung international context sebagai faktor 
yang mempengaruhi keputusan Tiongkok memberikan sanksi ekonomi kepada Korea 
Selatan pada tahun 2016-2017. Hal tersebut juga dilaksanakan untuk menjaga 
keamanan regional dengan menuntut Korsel untuk mengikuti kepentingan 
nasionalnya. 
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 5.3.2 Hubungan ekonomi 
Pada variabel ini, penulis akan menjelaskan mengenai hubungan ekonomi 
Tiongkok dengan negara lain, apakah baik atau tidak. Darisitu kemudian kita dapat 
mengetahui kemungkinan adanya cadangan pemasukan. Hal itu dapat dilihat dari 
seberapa besar keterbukaan Tiongkok dalam perdagangan internasional, yang 
berakibat dengan banyaknya kerjasama ekonomi dengan negara lain. Keterbukaan 
perdagangan Tiongkok terhadap perdagangan internasional dapat diukur melalui trade 
openness index. Yang mana semakin besar rasio keterbukaan perdagangan sebuah 
negara terhadap perdagangan internasional, maka negara tersebut cenderung akan 
semakin ketergantungan terhadap perdagangan dan finansial internasional.
195
 
Dan pada tahun 2015 trade openness index Tiongkok tercatat mencapai 
40,46%,
196
 yang berarti kecenderungan Tiongkok untuk membuka perdagangannya 
secara internasional tidak terlalu besar. Rasio tersebut pun turun pada tahun 2017, 
sejumlah 1,8%.
197
 Rasio trade openness index Tiongkok tersebut jauh lebih kecil 
dibandingkan dengan Korsel yang mencapai 84,11%. Dari rasio trade openness index 
tersebut kita juga dapat mendapatkan fakta, bahwa dengan rasio yang kecil 
kemungkinan negara tidak memiliki ketergantungan terhadap perdagangan dan 
finansial internasional, akan semakin besar.          
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Dalam gambar tersebut bisa kita lihat bahwa Tiongkok memiliki trade 
openness index yang cenderung kecil dibanding negara-negara lain didunia, yang 
menempati peringkat ke 148 dari 200 negara. Trade openness index merupakan 
takaran yang digunakan untuk melihat apakah negara tersebut terbuka terhadap 
perdagangan dunia, sehingga ada kesempatan bagi negara lain untuk membuka 
peluang kegiatan ekonomi di negara tersebut. 
Namun hal ini berbanding terbalik dengan kenyataan bahwa Tiongkok 
termasuk ke dalam  negara pengekspor-impor yang terbesar didunia. Hal tersebut 
membuktikan bahwa perekonomian Tiongkok tidak bergantung pada hasil transaksi 
ekonomi internasional. Namun seperti yang dikatakan oleh Coplin tidak ada negara 
yang 100% memenuhi kebutuhannya sendiri, hal ini dikarenakan letak geografis, 
ekonomi dan sosial budaya dengan negara lain, sehingga warga negara memiliki 
hasrat lain untuk memiliki barang dan jasa dari wilayah lain.
199
 Oleh karena itu negara 
berhubungan baik dengan negara lain demi memenuhi kebutuhan ekonominya. 
























AS merupakan trading partner terbesar bagi Tiongkok, yang pada tahun 2017, 
mencapai 19% dari total ekspor Tiongkok keseluruh dunia.
200
  Tiongkok juga 
merupakan importer terbesar bagi AS yang pada tahun 2016, jumlah nilai impornya 
mencapai 436 milliar USD.
201
 Sedangkan bagi Tiongkok AS merupakan negara 
destinasi terbesar untuk ekspor Tiongkok dengan total ekspor 400 miliar USD. Dan 
untuk impor Korea selatan menduduki posisi pertama sebagai negara pemasok bagi 
Tiongkok. Dalam kebutuhan impor, Korsel memasok sebagian besar pasokan capital 
goods bagi Tiongkok sebesar 120.25 miliar USD.
202
 Pasokan terbesar kebutuhan 
impor Tiongkok berasal dari Korsel.  




Sedangkan juka dibandingkan dengan Korsel, Tiongkok menjadi negara 
destinasi terbesar untuk kegiatan ekspor – impornya. Total trade balance yang 
diperoleh Korsel dari hasil ekspor – impor dengan Tiongkok adalah surplus 593 
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milliar USD pada tahun 2015.
204
 Dan angka tersebut sangat jauh jika dibandingkan 
dengan trade balance yang didapat Tiongkok dari hasil ekpor-impornya dengan 
Korsel. Berikut adalah tabel negara – engara partner ekspor-impor Korsel pada tahun 
2015. 




Jika dibandingkan dari besarnya jumlah ekspor – impor Tiongkok dan Korsel 
pada tahun 2015, yaitu tahun sebelum pemberlakuan sanksi ekonomi, dapat dikatakan 
bahwa Korsel memiliki ketergantungan yang besar terhadap perekonomiannya dengan 
Tiongkok. Korsel juga merupakan salah satu negara yang bergantung pada hasil 
perdagangan internasional, oleh karena itu hasil ekspor-impor Korsel dengan negara 
lain berpengaruh sangat besar terhadap kelangsungan perekonomian dalam negerinya. 
Hal ini dapat dibuktikan dari banyaknya kerugian yang didapat oleh Korsel setelah 
sanksi ekonomi Tiongkok diberlakukan.  
Kerugian dapat dilihat dari berbagai bidang ekonomi dari penjualan otomotif 
terbesar Korsel di Tiongkok yaitu KIA dan Hyundai menurun sebesar 52% per maret 
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 penutupan gerai Lotte milik Korsel yang pada akhirnya bangkrut dan Lotte 
memutuskan untuk menjual sahamnya kepada kepada Liqun Group dengan nilai 
transaksi 291,4 miliar Won (setara 272,7 juta dollar AS).
207
 Pada bidang entertaiment, 
banyak perusahaan – perusahaan di industri entertaiment yang mengalami perununan 
saham yang cukup signifikan. Serta merupakan aksi pertama Tiongkok untuk 
membatalkan kesepakatan kerjasama Sino-korea yang telah terjalin semenjak tahun 
1992, kerjasama ini bernilai lebih dari 300 milliar dollar.
208
  
Berdasarkan besarnya kerugian yang dialami oleh Korsel tersebut, dapat 
dikatakan bahwa Tiongkok sedang berusaha menyerang kelemahan Korsel, yaitu dari 
sifatnya yang bergantung pada perekonomian Tiongkok. Tekanan yang ditunjukkan 
Tiongkok kepada Korsel yang berupa sanksi ekonomi terbukti berhasil pada tindakan-
tindakan sebelumnya, yaitu pada peristiwa Kimchi war dan garlic war. Karena ada 
sejarah keberhasilan sanksi ekonomi Tiongkok tersebut maka dengan kata lain, 
Tiongkok telah menemukan kelemahan Korsel. Oleh karena itu pada kasus ini pun, 
Tiongkok kembali menyerang kelemahan Korsel yang menggantungkan 
perekonomiannya pada perdagangan internasional dengan Tiongkok. Maka dari itu, 
indikator ini berpengaruh dan memberikan jawaban mengenai Tiongkok yang lebih 
memilih menggunakan sanksi ekonomi sebagai tindakan untuk merespon ketidak-
setujuannya terhadap pengembangan sistem THAAD di Korea Selatan.  
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 5.3.3 Hubungan Politik  
Hubungan politik dengan negara-negara lain dalam lingkungannya sangat 
berperan penting dalam keputusan-keputusan politik luar negeri suatu negara.
209
 
Dalam hal ini adalah hubungan politik Tiongkok dengan negara lainnya pada tahun 
2013-2016, pada masa kepemimpinan Xi Jinping dimana keputusan sanksi ekonomi 
dilaksanakan. Hal tersebut juga mempengaruhi proses pengambilan keputusan sanksi 
ekonomi Tiongkok kepada Korsel pada tahun 2016-2017. 
Pendekatan kebijakan luar negeri yang lebih proaktif dan percaya diri dibawah 
kepemimpinan Xi Jinping telah banyak tercermin dalam sejumlah inisiatif konkret 
yang bertujuan untuk membentuk lingkungan eksternal Tiongkok.
210
 Salah satu upaya 
mewujudkan politik proaktif tersebut tertera dalam politik inisiatifnya, Xi Jinping 
menerapkan dua konsep yaitu “community of common destiny” yang telah dijelaskan 
oleh penulis pada faktor decision making behaviour, dan “new type of great power 
relationship”.
211
 Pada Juni 2013, dalam pertemuannya dengan Obama, Xi Jinping 
menawarkan konsep tersebut sebagai dasar dari hubungan bilateral kedua negara. 
Konsep tersebut dikemukakan untuk menempatkan hubungan kedua negara pada 
jalurnya dan sebagai upaya untuk mengelola hubungan antara Tiongkok dan AS yang 
kompleks dalam Sino-AS. “new type of great power relationship” ditentukan 
kedalam 3 fitur penting yaitu: (1) non-conflict dan non-confrontation; (2) mutual 
respect; (3) win-win cooperation.
212
 
Hubungan politik Tiongkok juga dikembangkan melalui One Belt One Road 
(OBOR), yang merupakan sistem perekonomian baru yang dibuat oleh Tiongkok 
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dengan tujuan untuk mengembangkan ekonomi dan hubungan diplomatiknya dengan 
negara lain. Sistem ini juga dikenal sebagai model baru dari Silk Road atau jalur sutra, 
yang dapat menguhubungkan kawasan-kawasan yang terdekat dengan Tiongkok 
dengan melibatkan 60 negara.
213
 Hubungan politik yang dapat dikembangkan melalui 
OBOR yaitu melalui dua konekesi yang lebih cenderung kepada strategi alami yaitu 
“policy communication” (zhengce goutong) dan “connecting people’s mind”(minxin 
xiangtong).
214
 Strategi OBOR merupakan pengembangan dari pemikiran yang 
dikemukakan oleh Mao Zedong dalam strategi militernya, yaitu “when the enemy 




Sementara itu di wilayah regional, Tiongkok dan Korsel telah membangun 
hubungan bilateral aktif dalam pertukaran diplomatik, persuasi militer dan kerjasama 
perdamaian di peninsula.
216
 Tiongkok memiliki peranan yang penting yaitu menjadi 
negara mediator antara Korea Utara dan Selatan. Tiongkok memiliki posisi yang vital 
sebagai mediator antara kedua negara tersebut untuk dapat berdamai, hal ini dilakukan 
demi menjaga kestabilitasan pertumbuhan ekonomi Tiongkok.
217
 Usaha mendamaikan 
kedua negara tersebut ditempuh Tiongkok melalui Six-party Talks sebagai salah satu 
upayanya. Pertemuan tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi suatu tindakan yang 
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dapat membawa keamanan dan stabilitas di Korean Peninsula, yang sebagian besar 
pembicaraan dialamatkan pada program senjata nuklir Korut.
218
 
Pertemuan Six-Party talks tersebut pertama kali diinisiasikan pada 27 agustus 
2003, dan sempat terhenti selama 18 bulan akibat kecurigaan AS pada Korut atas 
penggelapan uang.
219
 Namun pada Februari 2007, berkat usaha dari Tiongkok 
pertemuan ini diadakan kembali. Tiongkok berperan untuk membujuk Korut untuk 
kembali dalam kerangka multilateral setelah krisis nuklir muncul, proses memperoleh 
momentum tersebut terjadi pada paruh kedua tahun 2007, yang mengarah kepada 
menerima kesepakatan Korut untuk  mematikan reaktor dan pembangkit nuklir 




Tiongkok merupakan negara yang berperan penting pada perdamaian kedua 
negara tersebut dalam, karena pada masa ini hanya Tiongkok negara satu-satunya 
didunia yang setidaknya masih didengar oleh pemerintah Korea Utara.
221
 Tidak ada 
negara yang dapat memberikan pengaruh kepada kedua negara AS dan Korut 
sebagaimana Tiongkok, yang memainkan peranan krusial da;am mengembangkan dan 
membangun mekanisme pembicaraan ke-6 negara.
222
 Oleh karena itu peranan 
Tiongkok sebagai mediator untuk mewujudkan  perdamaian di wilayah Asia Timur 
sangat besar. 
Peranan Tiongkok sebagai mediator terus berlangsung hingga saat ini, dan 
tidak dapat dipungkiri bahwa peran Tiongkok sangat berpengaruh bagi perdamaian di 
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Korean Peninsula. Seperti yang telah dijelaskan oleh Director-General of Arms 
Control Department in China’s Ministry of Foreign Affairs pada pidatonya kepada 
UN, bahwa keberadaan THAAD dapat menimbulkan arms race diantara dua negara 
Korsel dan Korut, maka posisi Tiongkok sebagai mediator sangat jelas. Oleh karena 
itu, Tiongkok menunjukkan protes ketidak-setujuannya kepada Korsel untuk 
mengembangkan sistem THAAD dengan tindakan memberikan sanksi ekonomi. 
Namun walaupun demikian, indikator ini tidak dapat menunjukkan bahwa hubungan 
politik Tiongkok dengan negara Korsel dan Korut hingga AS menjawab pertanyaan 
mengapa Tiongkok lebih memilih sanksi ekonomi sebagai tindakan ketidak-
setujuannya.  
Oleh karena itu indikator hubungan politik ini tidak memberikan pengaruh 
kepada Tiogkok untuk mengambil keputusan memberikan sanksi ekonomi kepada 
Korsel pada tahun 2016-2017. Indikator ini hanya memberikan penjelasan mengenai 
alasan Tiongkok untuk tidak setuju kepada pengembangan sistem THAAD di wilayah 
Korsel, namun tidak menjelaskan mengenai tindakan Tiongkok yang lebih memilih 
menggunakan sanksi ekonomi sebagai ekspresi atas ketidaksetujuannya tersebut. 
Sehingga indikator ini tidak mendukung international context sebagai faktor yang 
mempengaruhi pengambilan keputusan Tiongkok dalam memberikan sanksi ekonomi 

























 Dari latar belakang, teori dan pembahasan yang telah dijelaskan dalam penelitian ini, 
dapat ditarik kesimpulan bahwa ada faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan Tiongkok 
dalam memberikan keputusan sanksi ekonomi kepada Korea Selatan pada tahun 2016-2017. 
Faktor – faktor tersebut didapat berdasarkan pemikiran yang dikemukakan oleh William D. 
Coplin dalam teori pengambilan keputusan, yang kemudian penulis elaborasikan dengan 
kasus. Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan sebelumnya, maka faktor yang 
mempengaruhi Keputusan sanksi ekonomi Tiongkok kepada Korsel adalah faktor decision 
maker, yang didukung oleh pengaruh seorang pengambil keputusan.  
 Dari pembahasan dan data yang tersedia menjawab pertanyaan penulis yang 
mempertanyakan faktor apa yang mempengaruhi Tiongkok memberikan sanksi ekonomi 
kepada Korsel tahun 2016-2017. Dan faktor decision maker tersebut terbukti memberikan 
pengaruh kepada keputusan Tiongkok memberikan sanksi ekonomi kepada Korsel tahun 
2016-2017. Dalam faktor ini dijelaskan bahwa Xi Jinping sebagai seorang pemimpin negara 
yang mengambil keputusan memiliki pola pengambilan keputusan tersendiri. Dalam pola 
kepemimpinan Xi Jinping, ia lebih cenderung mengambil keputusan dari sisi ekonomi. Maka 
kebanyakan dari tindakan luar negerinya akan lebih cenderung kepada bidang ekonomi. Oleh 
sebab itu, pengaruh pola Xi Jinping sebagai pengambil keputusan yang memiliki kuasa 
Ultimate Decision, sangat besar dalam setiap pengambilan keputusan luar negeri termasuk 
dalam kasus ini. 
 Pola kepemimpinan Xi Jinping yang cenderung melihat dari sisi ekonomi membawa 



















untuk merespon pengembangan THAAD di Korsel tersebut. Tindakan luar negeri yang 
menggunakan ekonomi juga dapat dilihat dari sanksi ekonomi yang diberikan Tiongkok 
kepada Korea Utara untuk merespon pengembangan nuklir. Selain itu juga dari banyaknya 
perkembangan kebijakan luar negeri Tiongkok yang lebih cenderung untuk mengembangkan 
perekonomian internasionalnya, ketimbang kebijakan luar negeri dibidang yang lain.  
 Dari latar belakang masalah hingga pembahasan, maka teori yang dikemukakan oleh 
Coplin mengeneai pengambilan keputusan sangat relevan dalam penelitian ini. Hal tersebut 
dapat dibuktikan bahwa teori yang dikemukakan oleh Coplin dapat menjawab pertanyaan 
dalam penelitian ini. Dan tentu saja pendapat Coplin akan relevan jika diterapkan dalam 
penelitian yang serupa dalam penelitian-penelitian berikutnya.  
6.2 Saran dan Rekomendasi 
 Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, penulis ingin memberikan saran dan 
rekomendasi untuk penelitian selanjutnya sebagai berikut: 
1. Teori yang kemukakan oleh Coplin sangatlah luas, peneliti harus sepenuhnya 
memahami konteks dan cara pengoperasionalisasinya dalam kasus. 
2. Negara memiliki karakter dan perilaku kebijakan yang berbeda-beda, oleh karena itu 
peneliti juga harus memahami perilaku pemerintahan secara detail dari berbagai aspek 
dan situasi. 
3. Kelengkapan data sangat dibutuhkan dalam penelitian jenis ini, penulis menyarankan 
untuk mencari data yang relevan sebanyak-banyaknya dari sumber yang terpercaya. 
4. Rekomendasi penulis untuk penelitian selanjutnya dapat meneliti bagaimana 




















Geun-Hye diturunkan dari jabatannya untuk menghentikan pengembangan sistem 
THAAD. 
5. Peneliti selanjutnya juga dapat membahas mengenai respon yang dilakukan Korsel 
kepada Tiongkok mengenai sanksi ekonomi yang telah diberikan kepadanya. 
6. Peneliti selanjutnya juga dapat meneliti tipe sanksi yang diberikan Tiongkok kepada 
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